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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dcwan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana icrakhir kali diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daenih, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan 
UU MD3), DPR merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi legislasi, fungsi 
anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan 
atas pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya Pasal 
413 UU MD3 mengamanatkan pembentukan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 
DPR melalui peraturan presiden untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang 
dan tugas DPR.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015, Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahlian DPR RI dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan 
tugas DPR RI di bidang administrasi, bidang persidangan, dan bidang keahlian. Badan 
Keahlian terdiri atas lima pusat yang salah satunya adalah Pusat Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan Puspanlak UU). Puspanlak UU mempunyai 
tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR di bidang 
pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan 
perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konsiitusi.

Puspanlak UU, sebagai unit yang mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi DPR, 
senantiasa melakukan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang dalam kerangka 
fungsi pengawasan. Dengan kemajuan teknologi saal ini, penerobosan metode 
pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang diperlukan agar memudahkan anggota 
dewan maupun masyarakai luas mengakses databate mengenai peraturan pelaksanaan 
undang-undang. Sejak tahun 2017, Puspanlak UU telah memiliki website yang terpisah 
dari Badan Keahlian DPR RI, dengan alamat https://puspanlakuu.dpr.go.id. Di dalam 
website tersebut belum terdapat suatu kamar sistem pemantauan peraturan pelaksanaan 
undang-undang yang terintegrasi. Oleh karena itu perlu untuk dibangun suatu sistem 
infonnasi yang baru dan nantinya akan terintegrasi dengan website Puspanlak UU 
tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan untuk mencapai tujuan nasional 
sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan pegawai Aparatur Sipil Negara 
(ASN). Sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu 
bangsa, perlu membentuk ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih 
dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
Profesionalisme Calon Pegawai Negeri Sipil diperoleh melalui pembentukan karakter dan 
penguatan kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugas melalui Pelatihan Dasar Calon 
Pegawai Negeri Sipil.
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Kurikulum peinbentukan karakter CPNS meialui Pelatihan Dasar terdiri dari lima 
agenda, yaitu agenda sikap perilaku dan disiplin PNS, agenda nilai-nilai dasar PNS, 
agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, dan agenda habiluasi.1 Agenda habiluasi 
memfasiliiasi agar pcscria mclakukan proses aktualisasi meialui pembiasaan diri tcrhadap 
kompetensi yang telah diperolehnya dari berbagai agenda sebelumnya. Sebelum 
melakukan aktualisasi di unit kerja masing-masing, peserta Pelatihan Dasar wajib untuk 
mcnyusun konscp aktualisasi yang dituangkan dalam suatu rancangan aktualisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Penulis menetapkan proyek aktualisasi dengan 
judul “Pembaruan Sistem Informasi Teriniegrasi Website Puspanlak UU Untuk 
Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang”

B. Tujuan Aktualisasi
Proyek aktualisasi ini akan terdiri dari beberapa kegiatan yang tiap-tiap kegiatan 

diharapkan memiliki tujuan untuk:
1. Memahami lebih mendalam mengenai nilai-nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas, 

nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti-korupsi, dan kedudukan dan 
peran PNS dalam NKRI yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of 
government.

2. Menerapkan dan membiasakan diri terhadap nilai-nilai tersebut di poin 1 dengan 
mengaktualisasikannya dalam ruang lingkup kegiatan proyek aktualisasi.

3. Menguatkan peran keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas 
DPR.

4. Meningkatkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan peraturan pelaksanaan 
undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

C. Manfaat Aktualisasi
Proyek aktualisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Membentuk karakter PNS yang profesional meialui pemahaman yang lebih mendalam 
terhadap nilai-nilai dasar PNS dan keduduktm dan peran PNS dalam NKRI.

2. Memudtihkan pencarian data dan informasi mengenai Undang-Undang serta Peraturan 
Pelaksanaannya

3. Memudahkan penyusunan laporan berkaitan dengan peraturan pelaksanaan Undang- 
Undang

D. Ruang Lingkup Waktu Aktualisasi
Proyek aktualisasi ini dilaksanakan pada unit Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- 

Undang di Badan Keahlian DPR RI mulai tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 30 
Oktober 2018.

Lampiran Peraturan Kepala LAN Nomor 21 Tahun 2016 lentang Pedomaii Penyelenggaraan Pelatihan 
Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, hal. 9.



E. Landasan Teori
Teori-teori mengenai nilai-nilai dasar profesi ASN yang telah didapatkan selama 

kegiatan Pelatihan Dasar on campus akan diaktualisasikan dalam seliap tahapan kegiatan 
yang sudah direncanakan. Nilai-nilai dasar PNS itu scring discbut dengan ANEKA, yaitu 
Akuniabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi.
1. Akuntabiliias

Akuntabilitas mcrujuk pada kewajiban sctiap individu, kelompok, atau institusiuntuk 
memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya.2 Aspek-aspek yang harus 
diperhatikan untuk mencipiakan lingkungan kerja yang akunlabel adalah3 adalah:
a. Kepemimpinan;
b. Transparansi;
c. Integritas;
d. Tanggung jawab;
e. Keadilan;
f. Kepercayaan;
g. Keseimbangan;
h. Kejelasan; dan
i. Konsistensi.

2. Nasionalisme
Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya 
sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sedang dalam 
asti luas iaiah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, 
dan sekaligus menghormati bangsa lain. Indonesia menganut nasionalisme Pancasila 
adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah 
airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.4 Oleh karena itu nilai-nilai yang 
terkandung dalam nasionalisme adalah Pancasila, yaitu:
a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
c. Persatuan Indonesia;
d. Kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kcbijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan;
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Etika Publik
Etika sebenarnya dapat dipahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan 
untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak- 
hak individu, mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, "Akiiniahiliias" Mochil Pendidikan dan Pelalihan 
Prajahaian Golon^on HI. Jakarta: 2015. hal.7.
Ibid., hal. 18.
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, "Nasionalisme " Modal Pendidikan dan Pelatihan 
Prajabatan Golongon HI, Jakarta: 2015, hal.2.
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membedakan hal-hal yang baik dan yang buruh serta mengarahkan apa yang 
seharusnya dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.5 Etika publik inerupakan 
refleksi tentang slandar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, 
tindakan dan keputiisan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka 
menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.6 Nilai-nilai dasar etika publik 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU ASN adalah: 
a. Memegang teguh ideologi Pancasila;

Setia dan mempertahankan UUD NRI Tiihun 1945 serta pemerintahan yang sah; 
Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur; 
Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah; 
Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, 
berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;

m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
0. Meningkatkan efektivitas sistem pemerinttihan yang demokratis sebagai perangkat 

sistem karier.

b.
c.
d.
e.
f.
g-
h.
i.
j-

k.
l.

4. Komitmen Mutu
Komitmen mutu adalah perjanjian untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik 
ataupun bukan publik dengan memperhatikan indikator-indikator:
a. Efektif;
b. Efisien;
c. Produktivitas;
d. Inovasi;
e. Kinerja.

5. Anti Korupsi
Korupsi adalah suatu tindakan kejahatan berupa penyelewengan dalam 
penyelenggaraan negara yang merugikan keuangan negara. Penjabaran lebih lanjut 
mengenai perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi terdapat dalam Bab 
II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, "Etika Publik ” Mocliil Petulidikan dan Pelatihan 
Projahotan Golongan III, Jakarta: 2015, hal.8.
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, "Etika Publik" Modal Pendidikan dan Pelatihan 

Prajabatan Golongan 111, Jakarta: 2015, hal. 11.



tentang Perubuhan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 lentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Unsur-unsur dari kompsi 
adalah:
a. Perbuatan negaiif yang melawan hukum;
b. Memperkaya din sendiri atau orang lain;
c. Penyalahgunaan wewenang; dan
d. Merugikan kcuangan atau kckayaan negara.

Selanjutnya dalam Agenda III tahap kegiatan Pelatihan Dasar on campus CPNS yaitu 
Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI disampaikan 3 (tiga) materi yaitu Manajemen 
ASN, Whole of Government {^NoG), dan Pelayanan Publik.

1. Manajemen ASN
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang 
professional, mcmiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih 
dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan 
kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber 
daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman.

2. Whole of Government
Whole of Government (WoG) adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan 
pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari 
kcseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mcncapai 
tujuant-ujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. 
Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagencyy yaitu pendekatan 
yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang 
relevan.

3. Pelayanan Publik
Pelayanan publik adalah “Sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang 
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan 
BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan/ atau jasa, baik dalam pemenuhan 
kebutuhan masyarakat. (Lembaga Adminisirasi Negara: 1998). Adapun berbagai 
literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik 
untuk mewujudkan pelayanan prima adalah:
a. Partisipatif
b. Transparan
c. Responsif
d. Tidak diskriminatif
e. Mudah dan murah
f. Efektif dan efisien
g. Aksesibel
h. Akuntabel
i. Berkeadilan



BAB II
PROFIL INSTANSI

A. Badan Keahlian OPR R1
Badan Keahlian merupakan sislem pendukung (siipporrint* system) dalam kelancaran 

pelaksanaan wewenang dan tugas DPR di bidang keahlian. Pembenlukan Badan Keahlian 
merupakan amanal dari Peraiuran Prcsiden Nomor 27 Tahun 2015 icniang Sekrelariat 
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Badan 
Keahlian bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR dan secara administratif berada di 
bawah Sekrelariat Jenderal.7

S£)«ET<«IATJErOBM.

1. Visi, Misi, dan Nilai Dasar Sekrelariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Berdasarkan Rencana Strategis Sekrelariat Jenderal DPR Tahun 2016-2019 

sebagaimana lertuang dalam Kepuiusan Sekreiaris Jenderal Nomor: 
539/SEKJEN/20I6 tenlang Perubahan alas Kepuiusan Sekreiaris Jenderal DPR 
Nomor I266/SEKJEN/2014 Tentang Peneiapan Rencana Sirategis Sekrelariat 
Jenderal DPR Tahun 2015-2019. visi Setjen dan Badan Keahlian DPR adalah:

Terwujudnya Sekrelariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang 
profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam melakukan fungsi DPR RI.

Adapun pengertian dari nilai-nilai yang lerkandung dalam visi iersebutx adalah:
Profesional Mempunyai kompetensi untuk mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPR secara baik 
dan benar, serta berkomitmen untuk terus 
meningkatkan kemampuan .serta kualitas SDM.

Andal Mampu melakukan koordinasi. inlegrasi. dan

PcrdUiran Sekreiaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tala Kerja Sekretariat 
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraiuran Sekreiaris Jenderal Nomor 2 
Tahun 2016, Pasal 287 ayat (I)
Kepuiusan Sekreiaris Jenderal Nomor: 53t)/SEKJEN/'20l6 tentang Perubahan atas Kepuiusan Sekreiaris 
Jenderal DPR Nomor 1266/SEKJEN/20I4 Tentang Peneiapan Rencana Sirategis Sekrelariat Jenderal DPR 
Tahun 2015-2019. Hal. 18.



Transaparan

Akuntabel

sinkronisasi rcncana-rencana kerja sesual dengan 
lujuan yang akan dicapai serla dapat 
diiinplenienlasikan
Kesediaaii uniuk senaniiasa memberikan 
informasi faklual mengenai berbagai hal yang 
berkenaan dengan proses penyelenggaraan 
organisasi. serla lugas dan fungsi DPR.
Mampu berianggung jawab alas seliap lindakan. 
kepulusan. dan kebijakan dalam mendukung 
pelaksanaan fungsi DPR.

Selanjutnya misi dari Sckrctariai Jendoral dan Badan Keahlian') adalah;

1. Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, 
andal, transparan, dan akuntabel;

2. Mcinpcrkuat pcran keahlian yang profc.sionak andak transparan, dan 
akuntabel.

Sebagai salah salu longgak penting pelaksanaan refonnasi birokrasi, Seijen dan 
Badan Keahlian DPR mcnciapkan budaya unggul sebagaimana diatur dalam Pasal 4 
Peraturan Sekjen DPR Nomor 03/PER-SEKJEN/20I2 lentang Kode Etik Pegawai 
Negeri Sipil Sekretariat Jendera! DPR RI. yailu RAPI:

Rcligius percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa
Akuntabel sikap yang menceniiinkan tanggung jawab alas 

lindakan yang dilakukan dalam menjalankan lugas 
dan fungsi PNS

Profesional sikap lerhadap lugas yang memerlukan kelerampilan 
khusus dan kompeiensi uniuk menjalankannya

Integrilas totalitas sikap yang menunjukkan komiimen, 
ketaatan, dan konsistensi lerhadap prinsip-prinsip 
elika dan moral

PNS dalam menjalankan lugas dan fungsinya bersikap RAPI yang dilandasi moral 
yang linggi, luhur dan mulia, serla menjunjung linggi hukum, pcraluran perundang- 
undangan, kode etik PNS. dan sumpah jabalannya10.

2. Fungsi Badiin Keahlian DPK RI
Dalam melaksanakan lugasnya, Badan Keahlian menyelenggarakan fungsi11:

IhkL hal. 19,
Peraluran Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 03/PER-SEKJEN/2012 temaiig Kode Eiik Pegawai Negeri 
Sipil Sekrelariat Jenderal DPR RI. Pa.sal 9.
Peraluran Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 leniang Organisasi dan Tata Kerja Sekrelariat 
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraluran Sekretaris Jenderal Nomor 2 
Tahun 2016. Pasal 2K9,



a. Perumusan dan evaluasi rencana siraiegis Badan Keahlian;
b. Koordinasi dan pembinaan lerhadap pelaksanaan lugas unit organisasi di 

lingkungan Badan Keahlian;
c. Penyiapan rumusan kcbijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang- 

undang kepada DPR;
d. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada 

DPR;
e. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabililas 

keuangan negara kepada DPR;
f. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pcnelitian kepada DPR;
g. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksamm dukungan kajian kepaiiemenan 

kepada DPR;
h. Pelaksanaan adminisirasi Badan Keahlian; dan
i. Pelaporan pelaksanaan lugas dan fungsi kepada Pimpinan DPR dan Sekreiaris 

Jenderal.

Dalam rangka pelaksanaan lugas dan fungsi lersebut, Badan Keahlian lerdiri dari 
pusal-pusat1’, yaitu:
a. Pusai Perancangan Undang-Undang;
b. Pusat Pemaniauan Pelaksanaan Undang-Undang;
c. Pusat Kajian Anggaran;
d. Pusat Kajian Akuntabililas Keuangan Negara; dan 

Pusat Pcnelitian.
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B. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Uiulang-Undang
Pusai Pemaniauan Pelaksanaan Undang-Unclang (Puspanlak UU) merupakan salah 

saiLi Linil kerja cli Badan Keahlian sebagai supportin^^ sysrem DPR RI di bidang 
pengawasan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Puspanlak UU didukung dengan 1 
(salu) Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan dukungan 
teknis adminisirasi, serta kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas dan 
fungsi dukungan keahlian kepada Puspanlak UU,

KEPALAFUSAT

KOORDINATOR
BIDANG PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU

KOORDINATOR
BIDANG PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UU

RUDl ROCKBSANSYAH. S.H.. ISJH.

POEDJI POERWANTI, S.H YUOARANA SUKARNO PUTRA, S.H.. UM

ANALIS HUKUM

1. Visi dan Misi Puspanlak UU
Berdasarkan Rencana Sirategis Pusat Pemaniauan Pelaksanaan Undang-Undang 

Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016-2019, unit Puspanlak UU memiliki visi sebagai
berikul i.v

Terwujudnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang Profesional 
dan Akuntabcl dalam Memberikan Dukungan Keahlian kepada DPR RI dalam 

Menyclenggarakan Fungsi Pengawasan yang Aspiratif dan Akuntabcl

Pusat PeituiiUauan Peluksaiiaaii Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Rencana Straiegis Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016-2019. Jakarta: 2016. hal. 
29-30.



Sotlangkan misi dari Puspanlak UUIJ adalah:

3.

4.

[VIemperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan llndang- 
Unclang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam 
memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan 
fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan 
Mahkamah Konstitusi yang prufesional dun akuntabel;
Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR 
dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap 
UUD Tahun 1945 yang profeslonal, tcpat waktu, akuntabel, dan 
se.suai kctcntuan peraturan perundang-undangan:
Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan 
undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan scsuai 
dengan ketentuan peraturan perundang*undangan; dan 
Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan 
pelaksanaan Undang-Undang yang profesional, tepat waktu, 
akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang> 
undangan. /

2. Tugas dan Fungsi Puspanlak UU
Puspanlak UU mempunyai lugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 

wewenang dan tugas DPR RI di bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan 
undang-undang dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di 
Mahkamah Konstitusi.15 Dalam melaksanakan tugas tersebut. Puspanlak UU 
menyelenggarakan fungsi16:
a. Perumusan dan evaluasi rencana stralegis Puspanlak UU;
b. Perumusan dan evaluasi program kerja lahunan Puspanlak UU:
c. Perumusan dan evaluasi rencana kegialan dan anggaran Puspanlak UU;
d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 

lingkungan Puspanlak UU:
e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pemantauan 

pelaksanaan undang-undang dan pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi;
f. Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan pemantauan pelaksanaan undang- 

undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah 
Konstitusi;

g. Pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dan 
penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;

Ibid.
Peraturan Sekrelaris Jenderal DPR RI Notnor 6 Tahun 2015 lentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagainiana diuhah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 
Tahun 2016. Pasal 295.
Ibid., Pasal 296
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h.
i.

k.

Pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang;
Pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di 
Mahkamah Konstitusi;
Pelaksanaan tata usaha Puspanlak UU;
Penyusunan laporan kinerja Puspanlak UU; dan
Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Puspanlak UU menyelenggarakan 
kegiatan17:
a. Pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di 

Mahkamah Konstitusi;
b. Analisis dan cvaluasi tcrhadap pemantauan pelaksanaan undang-undang di bidang 

politik, hukum, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyai, ekonomi dan keuangan, 
dan industri, perdagangan, dan pembangunan; dan

c. Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Analis Hukum Puspanlak UU
Dalam menjalankan fungsi unit kerja Puspanlak UU, Analis Hukum sebagai 

pelaksana memiliki tugas pokok dan fungsi, yaitu:
a. Menyusun kajian pemantaun terkait pelaksanaan Undang-Undang, dengan uraian

tugas sebagai berikut:
1) Menelusuri UU yang akan dipantau;
2) Menyusun TOR pemantauan pelaksanaan UU;
3) Menyusun daftar peraturan pelaksanaan dari UU yang akan dipantau;
4) Menyusun daftar keierkaitan dan analisis UU yang dipantau dengan UU lain;
5) Menyusun daftar peraturan non-delegasi (teknis) terkait dengan pelaksanaan 

UU yang dipantau;
6) Menyusun "Matrik Evahiasi don Analisis Materi Miiatan UU’XTabel I);
7) Menyusun TOR pemantauan pelaksanaan UU untuk diajukan kepada

narasumber tingkat pusat;
8) Menyusun daftar pertanyaan terhadap UU yang akan dipantau kepada

narasumber tingkat pusat (untuk tiap kementerian/lembaga);
9) Melakukan diskusi dengan narasumber tingkat pusat (untuk tiap stakeholder)',
10) Menyusun narasi hasil diskusi dengan narasumber tingkat pusat;
11) Menyusun "Matrik Hasil Diskusi dengan Narasumber Tingkat Pusat” (untuk 

tiap narasumber);
12) Menyusun "Tahel Pengujian Implementasi ” (Tabel II);
13) Menyusun TOR pemantauan pelaksanaan UU untuk diajukan kepada

narasumber tingkat daerah;
14) Menyusun daftar pertanyaan terhadap UU yang akan dipantau kepada

narasumber tingkat daerah (untuk tiap kementerian/lembaga);

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Rcncana Strategis Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016-2019, hal. 8.
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15) Menentukan, menghubungi, dan menyusun jadwal diskusi dengan narasumber 
di daerah;

16) Melakukan diskusi dengan narasumber tingkat daerah (untuk tiap daerah dan 
tiap narasumber);

17) Menyusun narasi hasil rapat dengar pendapal dengan narasumber tingkat 
daerah (untuk tiap daerah dan tiap narasumber);

18) Menyusun matrik hasil diskusi dengan narasumber tingkat daerah (untuk tiap 
narasumber);

19) Menyusun gabungan matrik hasil diskusi dengan narasumber tingkat daerah 
(untuk tiap daerah);

20) Menyusun gabungan matrik hasil diskusi dengan seluruh daerah;
21) Menyusun "Matrik Implementasi Komprehensif";
22) Menyempurnakan "Matrik Evahtasi dan Analisis Materi Muatan UU" (Tabel 

I):
23) Menyusun kajian, analisis, dan evaluasi UU.

b. Menyusun kajian pemantauan terkait peraturan pelaksanaan Undang-
Undang, dengan uraian tugas sebagai berikut:
1) Menelusuri status UU menurut tahun penetapan;
2) Menyusun l(Daftar Status Keberlakuan U^J,, (untuk tiap tahun);
3) Mengidentitikasi pasal-pasal dalam UU yang mengamaiiahkan peraturan 

pelaksanaan (untuk tiap UU);
4) Mendata pasal-pasal yang terkait UU lain;
5) Menelusuri peraturan pelaksanaan yang diamanahkan UU (untuk tiap 

UU);
6) Menelusuri putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan UU 

(untuk tiap UU);

c. Menyusun keterangan atas perkara pengujian Undang-Undang, dengan uraian
tugas sebagai berikut:
1) Menerima berkas Permohonan Perkara Pengujian UU, melakukan rekap 

perkara, permintaan dan data risalah, dan melakukan distribusi.
2) Penyusunan draft Keterangan DPR.
3) Penyusunan perbaikan Draft Keterangan DPR berdasarkan Perbaikan 

Permohonan Perkara Pengujian UU.
4) Penyempurnaan Keterangan DPR, penyusunan executive summary, dan 

pendampingan Tim Kuasa DPR RI.

d. Melakukan pendampingan Tim Kuasa DPR RI dan menghadiri sidang putusan 
Mahkamah Konstitusi dalam rangka penanganan perkara pengujian Undang- 
Undang, dengan uraian tugas sebagai berikut:
1) Menghadiri sidang permohonan Perkara Mahkamah Konstitusi yang diujikan;
2) Membuat resume/info judicial atas Putusan/Ketetapan Perkara Mahkamah 

Konstitu.si yang diujikan.
12



e. Mengelola database perkara pengujian Undang-Undang, hasil putusan Mahkamah 
Konstitusi, seria database Undang-Undang yang diubah dengan putusan 
Mahkamah Konstitusi.
1) Inventarisasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU yang dikaji;
2) Menyusun draft Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan putusan Mahkamah 

Konstitusi;
3) Menyusun perbaikan draft Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi;
4) Penyempumaan hasil Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi.
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BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI

A. Analisis Kondisi
1. Kondisi Saat Ini

Dalam melakukan pemaniauan peraturan pelaksanaan undang-undang, analis 
hukum Puspanlak UU melakukan berbagai uraian lugas yang dimulai dari mcnelusuri 
status UU menurut tahun penetapan; hingga menelusuri putusan Mahkamah 
Konstitusi yang terkait dengan UU (untuk tiap UU). Kondisi yang saat ini terjadi iaiah 
basil pemantauan peraturan pelaksanaan UU masih tersebar dalam beberapa dokumen 
per komisi dan lidak disimpan dalam sebuah sistem sehingga apabila Analis Hukum 
maupun stakeholder Puspanlak UU membutuhkan data pemantauan peraturan 
pelaksanaan dengan cepat, maka perlu waktu untuk menginventarisirnya kembali. 
Begitu pula pada saat penyusunan TOR untuk pemantaun pelaksanaan UU. TOR 
tersebut juga mencantumkan peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh undang- 
undang. Kegiatan pencantuman tersebut tergantung pada ketersediaan dokumen 
peraturan yang tersebar di internet. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketersediaan 
data yang cepat dan akurat mengenai basil pemantauan peraturan pelaksanaan UU 
sangatlah diperlukan. Sistem untuk menyimpan basil pemantauan peraturan 
pelaksanaan UU tersebut sudah mulai dibangun, namun masih terus membutuhkan 
pembaruan dan optimalisasi supaya basil yang dihiirapkan dapat terwujud.

2. Kondisi yang DihiU'apkan
Adapun kondisi yang diharapkan dari program ini, yaitu :
a. Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang dapat 

dijangkau oleh alat kelengkapan dewan, masyarakat, serta unit kerja terkait 
lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, seperti:
- Biro Persidangan I 

Biro Persidangan II
- Pusat Perancangan Undang-Undang
- Bagian Hukum
- Bidang Perpusiakaan
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

b. Memasukkan dan memperbarui data mengenai Pemantauan Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang menjadi lebih mudah dan efisien

c. Tersedianya aplikasi khusus untuk dapat mengakses data dan informasi mengenai 
Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang yang dapat selalu diperbarui

3. Gap Analysis
Di antara kondisi saat ini {existing condition) dan kondisi yang diharapkan {real 

condition) terdapat isu-isii dalam gap atau jarak yang ada, berupa: 
a. Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database penyimpanan Hasil 

Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang menyebabkan kurangnya
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partisipasi publik untuk mengakses basil pemaniauan peraluran pelaksanaan 
undang-undang.

b. Proses penyusunan TOR Pemantauan Pelaksanaan UU memakan waklu yang lebih 
lama karena harus mencari seluruh peraturan pelaksanaan undang-undang dan 
terdapat kemungkinan tidak ditemukannya data. Hal ini disebabkan karena belum 
adanya dokumen undang-undang yang terintegrasi dengan seluruh peraturan 
pelaksana yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut.

B. Pemilihan Isu
Setelah menemukan adanya isu-isu yang menyebabkan kondisi saat ini belum sesuai 

dengan kondisi yang diharapkan, kemudian dipilih satu isu untuk kemudian dipecahkan 
dengan berbagai kegiatan. Pemilihan isu dilakukan dengan metodc USG, yaitu urgency, 
seriousness, dan growth. Urgency menunjukkan seberapa mendesaknya suatu isu harus 
dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousmess menunjukkan seberapa serius suatu 
isu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Growth menunjukkan 
seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana 
mestinya. Isu yang ada dinilai dengan skala nilai 1 untuk skala terendah dan nilai 5 untuk 
skala tertinggi.

C. Isu yang Ditetapkan
Dari paparan di atas, maka dapat dilihat isu yang harus ditangani adalah belum 

optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database penyimpanan hasil pemantauan 
peraturan pelaksanaan undang-undang

D. Gagasan Pcmccahan
Terhadap isu yang telah ditetapkan tersebut, gagasan yang diberikan sebagai 

pemecahannya ialah dengan memperbarui sistem informasi di dalam website 
https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai wadah untuk penyimpanan hasil pemantauan 
peraturan pelaksanaan undang-undang

E. Proses Kegiatan 
1. Deskripsi Aplikasi

Secara umum aplikasi Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ini dapat 
didefmisikan sebagai suatu perangkat lunak berbasis teknologi informasi yang 
merupakan suatu sistem terintegrasi yang dapat membantu penyusunan dan 
inventarisasi daftar Peraluran Pelaksanaan Undang-Undang dari Undang-Undang hasil 
produk Alat Kelengkapan Dewan.

2. Pengguna Aplikasi
Adapun aplikasi ini ke depannya diharapkan dapat digunakan oleh Alat Kelengkapan 
Dewan, Masyarakai, serta unit kerja lerkait lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal 
dan Badan Keahlian DPR RI, seperti:

Biro Persidangan I
15
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Biro Persidangan II 
Pusal Perancangan Undang-Undang 
Bagian Hukiim 
Bidang Perpusiakaan
Pejabal Pengelola Infomiasi dan Dokumenlasi (PPID) 

3. Prosedur input data ke dalam aplikasi

User Pusat Panlak UU

Web Pusat Panlak UU

/ Memosukkan Data N
Pemantauan Peraturan 

Pelaksanaan UU
•ditampilka

Metihat Data UU,ditampilkan
Polling Survey Kepuasan, 

Mengisi Komentar
Database UU

Melihat Data UU

User:
• AKO
• Unit Kerja Setjen dan BK
• Masyarakat

Website OPR Rl

Subyek Langkah Kegiatan
User di Pusat Panlak UU I Meniasukkan data Peraturan Pelaksanaan UU 

mclalui portal Aplikasi Puspanlak UU yang 
terdiri dari:
- Pasal
- Ayal
- Bentuk Peraturan
- Nomor Peraturan
- Kelerangan

Sistem 2 Menampilkan Data Undang-Undang yang telah 
dilengkapi dengtin Peraturan Pelaksanaan di 
halanian Website Pusat Panlak UU

16



Sistem 3 Mcnampilkan Data Undang-Undang yang telah 
dilengkapi dengan Peraturan Pelaksanaan di 
halaman Website DPR RI

• User: 4 Melihat data UU yang telah dilengkapi
AKD, Unit Kerja Setjen Peraturan Pelaksanaan di halaman AKD

- dan BK, Masyarakat Website DPR RI
User: 5 Melalui halaman Website Pusat Panlak UU,
AKD, Unit Kerja Setjen user dapat:
dan BK, Masyarakat - Melihat data UU yang telah dilengkapi

Peraturan Pelaksanaan
- Mengisi polling survei kepuasan pengunjung
- Mengisi komentar
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F. Jadwai Kegiatan

KEGIATAN

Pcngumpulan Data dan Informasi Pcraturan
Pelaksanaan Undang-Undang
Penyusunan Basil Pemantauan Peraturan
Pelaksanaan Undang>Undang
Pembaruan Aplikasi untuk tampilan Basil
Pemantauan Pcraturan Pelaksanaan Undang*
Undang

tim
Pelaksanaan Dndang-Undang (Tahun 2008-201

AGUSTUS SEPTEMBER _ OKTOBER
Wf W2 W3 W4TW1 W2 W3 wT W1 W2 W3 W4

]
Ujicoba Aplikasi

18



G. Antisipasi Kendala
1. Internal

Pelaksanaan tugas sehari-hari dari analis hukum keiika beban pekerjaan di unit kerja 
sedang cukup padat. Solusi dari pcrmasalahan tcrscbul ialah dcngan pembagian 
pekerjaan dengan lim secara proporsional. Selain itu melaksanakan kegiatan 
aktualisasi secara efisien dengan memaksimalkan sumber daya wakiu juga dapai 
dijadikan solusi terhadap kendala internal terscbut.

2. Eksternal
Kendala dari pihak eksternal yang mungkin terjadi ialah proses pembaruan sistem 
informasi oleh BDTl yang tidak sesuai dengan jadwal yang diharapkan. Solusi dari 
kendala terscbut ialah dengan mclakukan dan mcnjaga komunikasi secara rutin untuk 
memantau progress pembuatannya.

H. Analisis Dampak
1. Dampak Jika Gagasan Tidak Dilaksanakan

Meskipun gagasan ini tidak dilaksanakan, kegiatan pemantauan peraturan pelaksanaan 
undang-undang masih tetap bisa dilakukan namun analis hukum tidak memiliki sistem 
yang terintegrasi untuk penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan 
undang-undang yang terus diperbarui. Hal ini akan menyebabkan kesulitan apabila 
dikeraudian hari analis hukum membutuhkan data mengenai hasil pemantauan 
peraturan pelaksanaan undang-undang untuk mendukung kinerja Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang secara umum.

2. Dampak Jika Gagasan Dilaksanakan
Jika gagasan ini dilaksanakan maka kegiatan pemantauan peraturan pelaksanaan 
undang-undang berjalan lebih akuntabel, transparan serta terintegrasi karena adanya 
sistem yang menunjang kinerja terscbut. Ke depannya dalam menjalankan tugas 
profesinya analis hukum akan lebih mudah untuk mengakses hasil pemantauan 
peraturan pelaksanaan undang-undang. Begitu juga dengan masyarakat umum 
(publik).
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BAB IV
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

A. Pcncupaian Pulaksanaan Kcgiatan
Kegiatan pembangunan sistem informasi bernama “SIPANLAK UU” dilakukan untuk 

memecahkan permasalahan yang ada di Linii kerja Penulis. Pada saat sisiem ini 
diluncurkan nanlinya. diliarapkan pcncarian data dan informasi mcngcnai Undang- 
Undang serta Peraluran Pelaksanaannya menjadi Icbih mudah. akunlabel, efeklif, dan 
efisien. Manfaat yang diharapkan lidak hanya dari unit kerja namun juga dapat dirasakan 
oleh unit kerja lain, seporti Biro Persidangan I yang dapat menggunakan data dan 
informasi yang terkumpul sebagai bahan dukungan kepada dewan dalam optimalisasi 
fungsi pongawasan pelaksanaan imdang-undang.

SIPANLAK UU dapat diakses oleh publik dengan masuk ke website 
https://puspanlakuu.dpr.go.id dan mengklik kolom “SIPANLAK UU" di bagian kanan 
laman.

Gumbiir 1. Luman Puspanlak UU

1. Untuk melihat Rekapitulasi UU Berdasarkan Tahun Klik kkRekapitulasi UU 
Berdasarkan Tahun" pada hkSIPANLAK UU"

' _ e I ill o

Rekapitulasi UU Berdasarkan Tahun 
(Tahun 1958 s/d 2018)

MAM MOAMM jmm
JiE^

' u

« 1 ■ : 1 • .1 L 0 1 \ 9 g

’ J0».’ ’ » ! ' ' 0 0 0 0 j g .H

• _ 0 9 > • 0 1 ' H

7 . T , 9 0

10 noB » 3 7 1 1 » iS

.V-l HI'

Ganibar 2. Tampilaii Rekapitulasi UU Berdasarkan Taluin Klik "Rekapitulasi UU Berdasarkan Tahun
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2. Untuk nielihat Rekapitiilasi UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan 
Anggaran DPR Rl Klik kkRekapitulasi UIJ dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan 
Badan Anggaran DPR Rl" pada “SIPANLAK tU"

Rekapltulast UU dan Perlak Pada Komlsl-komlai dan Badan Anggaran OPR Rl 
(Tahun 1958 s/d 2016)
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t
{i9Mvaan«i «1 91

V 5 » 71 t

Attest V u 1« 0

- 5 n 3A " >
It S 9 11 s

*
Gumbar 3. Tampilun Rekapitulasi UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR Rl

3. Untuk mclihat Basil Pemantauan UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan 
Anggaran DPR Rl Klik tkHasil Pemantauan UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi 
dan Badan Anggaran DPR Rl" pada “SIPANLAK UU”

Hasll Pemantauan UU dan Perlak UU Pada KomisUkomIsI dan Badan Anggaran OPR Rl 
(Tahun 1958 s/d 2016)

SrafiR ^•nunUvih UU dan UU

Gambar 4. Tampilan Hasil Pemanlauan UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR R!
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4. Untuk melihat Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU Klik tkPcmaiitaiian 
Peraturan Pelaksanaan ULr' dan Pilih Komisi (Contoh Komisi IX) pada 
“SIPANLAK UUM SeUmJiitnya tampilan akan di ‘7mA” kepada website 
www.dpr.go.id pada halaman Undang-Undang - Komisi

Undang'Undang - Komisi IX

«( SOIAIAN
utioaki
IMIIIM 
OtUfAPIMNi 
nm tAi>vAm

Gambar 5. Tampilan Layar SIPANLAK UU Bcrdasarkan Komisi

5. Pilih Undang-Undang (Contoh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang 
Keperawatan
a. Untuk mclihat Detail Klik “IDETAILI”

rOta^^OM LNNo W? TIN’
I ^*11—rfi ct PmII I Pforntm htwdm (t 9mA 1 

?md\

frlifc

iMiam Ktifti—tl Pud)

t mm

Gambar 6. Tampilan DETAIL Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
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b. Untuk melihat Perlak Klik "(PERLAKI'

Gambai' 7. Tampilan PERLAK Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tenuing Kopcrawatan

c, Untuk melihat Perlak yang belum ditetapkan Klik “(BELUM DITETAPKANP

4«ff4ai|i Aiaaf'

Gambar 8. Tampilan BELUM DITETAPKAN Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tenlang Keperawatan 

d. Untuk melihat Perlak yang sudah ditetapkan Klik “(DITETAPKAN]”

M> A iV\r^4V. OmM>4M AMtTI FFUn-UN ni-tKSU>UN IT
TEJUCAJT

icmtANoei

f9 RVUS'
KTPtCS

fmas'kMTMxx nRATVSAN
PFai>D%SO
UN^AXUAN

LAINWA

1 KrtoRuB Mib liwt miiniini;cbm FSima

1
s» u
Pwelaiiai »m Pri«n^
A«an *—i--—

i UVSe
14 Mf

Kmontw Mill tea* wntmai pmvv mm 
F*>Ua» ftiMrmm Kt^ktum
PiiibiiM \kmm dwif PfiMrasMnamym^ 
••vtInMMkM tmM pmwabM * 

awtab ^ke<r4—»>
Mmi

PniWM Mmmi Kim4iw
Ns
HnKii iliim Mw^'iii*ir

UMBf ftjMOa
S«ba

) tVN«
)4:cti

—
} 1 PmMU
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fa- liiMI*—

1 Pktjf 7* l/ftt 1
lrb«b 1mm Baafo* Mkm pnm

^tciii V«
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FwmmMimoti

Af *!■ N««a«DM

Gambai' 9. Tampilan DITETAPKAN Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tenlang Keperawalan
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Pengerjaan “SIPANLAK UU” masih belum sempuma. Hal ini clisebabkan karena 
clibutuhkan validasi yang berkesinambungan terkait dengan data peraturan pelaksanaan 
yang siidah diinput pada SIPANLAK UU. Keterlibatan seluruh pihak pada Puspanlak UU 
sangat dibuiuhkan untuk menjamin akuntabilitas data yang diinput. Namun Penulis 
berkomitmen penuh untuk tetap menyelesaikan “SIPANLAK UU" sesuai dengan apa 
yang telah direncanakan dan juga melaksanakan rencana jangka menengah serta jangka 
panjang.

B. Pengumpulan Data dan Inforniasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Pembaruan Pembaruan Sislem Inforniasi Terintegrasi Website Puspanlak UU Untuk 

Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang dimulai dengan mcngumpulkan data 
dan inforniasi peraturan pelaksanaan undang-undang. Daftar ini dibutuhkan sebagai bahan 
awal untuk penyusunan basil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang. Pada 
saat membuat rancangan aktualisasi, daftar undang-undang yang akan disajikan ialah 
undang-undang yang disahkan dari lahun 2008-2018.

Tahapan pertama dalam kegiatan adalah Menelusuri undang-undang dari tahun 2008- 
2018 di website https://dpr.go.id dan menyimpannya daliim satu folder. Selanjutnya tahap 
kedua yailu Meminta persetujuan Kepala Puspanlak UU mengenai Tabel Database yang 
disetujui.
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OAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG 
BIOANG KOMISt I (PERTAHANAN, LUAR NEGERI DAN INFORMASJl 

TAHUN 2008 S.D 2018

DAM An
UNDANG-UWANO

UniijiAg tJfkUng Nomo> I Tahu" »OII 
Tinung Pangaaalun HO Conanluvi Ms 
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STATUS UU 
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Gambar 10. Tabel Database Daluir Status UU KomisI I dan Komisi IX DPR Rl Tahun 2008-2009 (Conioh)

Undang-undang yang lelah dikumpulkan lalu ditabulasi dalam sebuah tabel unluk 
kemudian menjadi sebuah dafuir. Tabulasi tersebut dilakukan dengan membual kolom 
bidang undang-undang. Komisi yang membidanginya, dan keierangan mengenai .status 
dari undang-undang tersebut. Pembualan kolom tersebut dipcrlukan unluk mengelahui 
miira kerja dari Komisi alau pihak-pihak yang berkepentingan lerhadap undang-undang 
tersebut. Selain ilu juga untuk mengelahui status jika telah ada perubahan atau pencabutan 
terhadap undang-undang tersebut atau juga jika ada puiusan Mahkamiih Konstilusi yang 
menyatakan adanya kelentuan yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan lidak 
mengikal secara hukum. Tabel tersebut lelah diseiujui oleh Mentor (lihat Lampiran I)
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uniuk kemudian dimasukkan ke dalam sistem infonnasi. Persetujuan dari Kepala 
Pu-spanlak UU telah diberikan pada tanggal 2 Agustus 2018.

Penerapan nilai-nilai dasar ASN dan peran serta kedudukan ASN dalam NKRI pada 
kcgiatan ini adalah:

1. Akuntabilitas
Kegiatan ini dilakukan dengan sumber pengambilan data yang jelas, terpercaya 
dan konsisien, yailu Jaringan Dokumentasi dan Infonnasi Hukum yang 
dikembangkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI.

2. Etika Publik
Penulis mengedepankan nilai-nilai sopan santun pada saat pelaporan progress 
kegiatan sehingga mendapatkan data undang-undang yang lebih tepat.

3. Komitmcn Miitu
Dengan pengambilan data melalui laman internet, maka Penulis melakukannya 
dengan efektif dan efisien. Penulis tidak perlu mengeluarkan waktu dan tenaga 
yang banyak karcna tidak menelusuri dokumen fisik satu pcrsatu.

4. Pelayanan Publik
Pengumpulan undang-undang yang tidak memilih-milih bidang akan memberikan 
pelayanan yang baik kepada publik secara keseluruhan, mulai dari bidang 
pertahanan hingga bidang keuangan.

5. Whole of Government
Dengan terbukanya seluruh bidang undang-undang dan berbagai jenis masyarakat, 
maka akan mencakup keseluruhan unsur-unsur yang berkepentingan atau terlibat 
dari undimg-undang.

6. Manajemen ASN
Pada saat menelurusi undang-undang tiap tahunnya, Penulis menjadi lebih 
mengeiahui mengenai undang-undang yang sudah ditetapkan dan berlaku di 
Indonesia. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kompetensi dari Penulis.

Kegiatan pembuatan daftar undang-undang ini menguatkan nilai-nilai profesional 
(menggunakan kompetensi dan kemampuan Penulis), integritas (konsisten dalam 
menginventarisasi undang-undang), dan akuntabel (menggunakan sumber yang dapat 
dipertanggungjawabkan) yang dianut oleh instansi.

C. Penyusunan Hasil Pcmantauan Pcraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Kegiatan penyusunan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang dibagi 

menjadi 3 (liga) tahap yaitu : Mempelajari isi undang-undang untuk menyusunnya sesuai 
dengan bidang komisi, Melakukan pencarian mengenai Peraturan Pelaksanaan apa saja 
yang sudah diterbitkan sesuai dengan bidang komisi dan memasukkannya ke dalam tabel 
manual, serta Mentabulasi tabel hasil pemantauan peraturan pelaksanaan UU dan 
membaginya menjadi 2 (dua) jenis label, yailu Tabel 1 (Daftar Status dan Rekapitulasi 
Undang-Undang) dan Tabel 2 (Lampiran Rekapitulasi Peraturan Pelaksanaan Undang- 
Undang). Kegiatan penyusunan Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang- 
Undang telah dilaksanakan pada minggu kedua dan ketiga bulan Agustus 2018
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Ganibur 11. Tube) 1 (Daflar Status dtin Rekapilulasi Undang-Undanu) UU Kotnisi IX DPR RI Tahun 2008
2018
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Gambar 12. Tabel 2 (Lanipiran Rekapitula.si Peraturan Pelaksanuan Undang-Undang) UU Komi.si IX DPR RI
Tahun 2008 - 2018
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Pada tanggal 9 Agustus, Mentor memberikan arahan koreksi ulang data basil 
pemantauan peraturan pelaksanaan undang-imdang yang sudah disusun sebelumnya, hal 
ini untuk memastikan data yang dikumpulkan benar-benar sudah tervalidasi. Mentor juga 
memberikan arahan untuk segcra berkoordinasi dengan BDTI Setjen dan BK DPR RI 
untuk pembaruan aplikasi.

Penerapan nilai-nilai dasar ASN dan peran serta kedudukan ASN dalam NKRI pada 
kegiaian ini adalah:

1. Akuntabilitas
Penulis menyusun hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang dengan 
memiliki kejelasan target, bertanggung jawab serta melakukan validasi atas data 
yang dimiliki.

2. Nasionalisme
Melalui arahan Mentor, Penulis juga melibatkan rekan-rekan Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang untuk ikul serta dalam penyusunan hasil pemantauan 
peraturan pelaksanaan undang-undang ini tanpa membeda-bedakan.

3. Etika Publik
Dalam melaksanakan penyusunan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undnag- 
undang serta membagi tabel hasil pemantauan peraturan pelaksanaan UU dan 
membaginya menjadi 2 (dua) Jenis tabel, yaitu Tabel 1 (Daftar Status dan 
Rekapitulasi Undang-Undang) dan Tabel 2 (Lampiran Rekapitulasi Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang) Penulis selalu menerapkan nilai-nilai hormat, sopan, 
laat pada peraturan, integritas tinggi serta mengedepankan arahan pimpinan yang 
sekaligus merupakan mentor penulis

4. Komitmen Mutu
Hasil data pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang yang disusun penulis 
terus divalidasi keabsahan datanya untuk menjamin mutu dari output yang 
dihasilkan.

5. Pelayanan Publik
Dalam melaksanakan tahapan kegiatan ini penulis selalu berusahan bekerja sesuai 
dengan prinsip pelayanan publik yaitu parlisipatif dan mengikuti etika serta etiket.

Kegiatan perumusan daftar pertanyaan ini menguatkan nilai-nilai profesional 
(menggunakan kompetensi dan kemampuan Penulis), integritas (konsisten dalam 
menginventarisasi undang-undang), dan akuntabel (menggunakan sumber yang dapai 
dipertanggungjawabkan) yang dianut oleh instansi.

D. Pembaruan Aplikasi untuk tampilan Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang

Kegiaian ini terbagi menjadi 2 (dua) tahap. Pada tahap awal, Penulis Melakukan 
diskusi dan konsultasi dengan BDTI untuk memperbarui sistem informasi. Dan pada 
tahap kedua yaitu meminta persetujuan Kepala Puspanlak UU. Rapat dengan BDTI 
dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 15 Agustus 2018, hasil pada rapat 
tersebut yaitu Judul pada rekapitulasi di website dpr.go.id yang berbunyi : “Rekapitulasi 
UU dan Perlak Berdasarkan Komisi-Komisi DPR RP diganti menjadi “Rekapitulasi UU 
dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR Rl” serta hasil pemantauan
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peratiiran pelaksanaan undang-undang yang sebclumnya tampilannya ada di websiic DPR 
R1 agar dimunculkan dan dilink ke website Puspanlak UU.

Rapal selanjuinya langgal 16 Agustus 2018 menghasilkan saran yaiiu : Input data 
informasi peraturan pelaksanaan undnag-undang merupakan kewenangan Puspanlak UU 
sehingga Tusi Puspanlak UU dalam penginputan data harus diperkuat.

Rapat selanjuinya dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2018 dimana Kepala Puspanlak 
UU memberikan arahan supaya validasi data basil penianlauan peraturan pelaksanaan 
undang-undang dan tcrus melaksanakaii koordinasi dengan BDTl Setjen dan BK DPR RI 
untuk memperbarui tampilan.

iehDCHAL
0PIV4N »IBW4«ILAN <IA«T»T Ufculi ■>

Gumbar 13. Undangan Rapal BDTI

Rapal tidak hanya dihadiri oleh Pranala Kompuier Madya sebagai pihak yang 
berkompeien untuk membangun sisiem infoiTnasi tempi Juga oleh seluruh analis hukum 
sebagai sarana sosialisasi lerhadap sisiem informasi yang nantinya akan diasuh bersama. 
Meskipun ini merupakan proyek akiualisasi dalam rangkan Laisar CPNS Golongan III, 
namun Penulis dan Mentor memiliki komitmen penuh untuk lerus melanjutkan proyek ini. 
Dengan mengharapkan data dan informasi yang banyak terkumpul. Penulis akan bekerja 
sama dengan rekan-rekan analis hukum untuk dapai mengasuh SIPANLAK UU untuk 
kepentingan bersama.

Pada seliap akhir rapal. niaka Penulis bersama dengan rekan membuat Laporan 
Singkat sebagai beniuk pertanggungjawaban telah dilakukannya kegiaian. Dokumen 
lengkap undangan. daflar kehadiran. dan laporan singkat untuk setiap rapat dilampirkan 
bersama dengan Laporan ini dalam Lampiran.
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Gambar 14. Rapuldengan BDTI
Setelah rekan Pranata Komputer Madya mcmbuat untuk SIPANLAK UU

dan menjadikan status Penulis scbagai '“Admin Super” dalam sistem tersebut, maka 
Penulis dapal melakukan peng-inpul-an data. Selain ilu Penulis juga dapat melakukan 
penibahan aiau penghapusan data.
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Gambar 15. Laman Admin Web
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Gambar 16. Laman "EDIT"
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Gumbur 17. Tampilan Konten SIPANLAK UU yang di.setujui Berdiusarkan Aruhan Kepala Puspanlak
UU

Sisteni intbrniasi ini tidak hanya bermanfaal untuk Puspanlak UU namun juga 
diharapkan akan dijadikan sebagai alat bagi Anggoia DPR RI pada khususnya dalam 
mclaksanakan fungsi pengawasan pdaksanaan undang-undang. Oleh karena SIPANLAK 
UU menjalankan fungsi representatif dari Anggota DPR RI, maka sisteni harus dibangun 
dengan prinsip kchati-hatian. Hal tersebut yang menjadikan lahapan kegialan ini 
dilakukan berkali-kali dan sisiem harus dilakukan uji publik yang tidak cukup hanya 
sekali.

Penerapan nilai-nilai dasar ASN dan peran serta kedudukan ASN dalam NKRI pada 
kegiatan ini adalah:

1. Akuniabililas
Adanya daftar kehadiran dan laporan singkal untuk tiap rapal sebagai benluk 
perianggungjawaban dan transparansi.

2. Elika Publik
Pada saal bcrdiskusi dalam forum rapat, Penulis senaniiasa memperhatikan ctika 
dalam mendengar dan menyampaikan pendapal dengan santun. Begitu pula ketika 
Penulis berkomunikasi langsung ke rekan dari BDTI melalui aplikasi Whalsapp 
dengan kalimat yang santun dan beretika.

3. Komitmen Muiu
SIPANLAK UU tcrus mengalami pcrbaikan yang disampaikan dalam berbagai 
rapal uniuk menjaga mutu alau kualilas dari kinerja Puspanlak UU.

31



4. Whole of Government
Pelaksanaan kegialan ini melibatkan berbagai pihak. tidak hanya internal 
pLispanlak (analis hukuni dan bagian tala usaha) nanuin juga kelerlibal bagian lain, 
BDTl merupakan salah saiu sirukiur di dalam Pusai Data dan Informasi 
Sekretarial Jenderal DPR Rl.

Kegialan pembaruan aplikasi dengan menyelenggarakan rapat kdengan BDTI ini 
mcngiiaikan nilai-nilai religius (salam saai dimulai rapat atau mengemukakan pendapal), 
akuntabel (terdapat dattar kehadiran dan laporan singkat), profesional (kctcilibatan para 
pihak sesuai dengan lugas dan fungsi masing-masing) dan integritas (menghasilkan output 
yang lervalidasi dengan baik) yang dianut oleh instansi.

E. Updating Data Hasil Pemantauan Peratiiran Pelaksanaan Undang-Undang (Tahun 
2008-2018)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 tahap yaitu Meminta perseiujuan Kepala 
Puspanlak UU serta Berkoordinasi dengan Staf Puspanlak UU untuk mengisi aplikasi 
dengan data Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU. Pada langgal 12 September 2018 
Kepala Puspanlak UU memberikan saran yaitu agar updating data hasil pemantauan 
peraturan pelaksanaan undang-undang harus lerus dicroscek dan validasi keab.sahan 
dutunya. Hal ini untuk akuntabilitas data yang ditampilkan.

Gambar 18. Arahan Mentor

Gambar 19. Pcnginputan Data
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Penerapan nilai-nilai dasar ASN dan pcran serta kedudukan ASN dalam NKRI pada 
kegiatan ini adalah:

1. Akuntabilitas
Penginpulan data-data berdasarkan sumber yang jclas, yaitu basil pcmanlauan 
peraiuran pelaksanaan undang-undang yang sudah dilaksanakan oleh Puspanlak 
UU secara manual.

2. Nasionalismc
Dalam melaksanakan kegiatan input data, Penulis berdasarkan arahan Kepala 
Puspanlak UU mengikutsertakan seluruh Analis Hukum Puspanlak UU untuk 
melakukan penginputan data tanpa membeda-bedakan.

3. Komitmen Mulu
Dalam melakukan penginpulan penulis berhati-hati dan tcrus melakukan validasi 
data untuk memastikan data yang masuk sudah sesuai dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Dalam bekerja Penulis juga menerapkan prinsip efisiensi 
dan efektifitas kinerja

4. Whole of Government
Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan rekan di Puspanlak UU

Kegiatan penginpulan data undang-undang ke dalam sislem intbrmasi ini menguaikan 
profesional (kcterlibalan pihak lain sesuai dengan kompentensinyadan akuntabel (sumber 
data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan) yang dianut oleh instansi.

F. Uji Coba Aplikasi
Kegiatan Uji Coba aplikasi dilaksanakan dengan 2 (dua) tahap yaitu Melakukan 

koordinasi dengan Sub Bagian TU Puspanlak UU untuk menjadwalkan Uji Coba Aplikasi 
serta dengan Menyiapkan materi pembahasan dalam Uji Coba Aplikasi. Kegiatan Uji 
Coba aplikasi dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2018. Pada kegiatan tersebut 
dilaksanakan Uji Coba tampilan label I dan II aplikasi SIPANLAK UU dalam website 
Puspanlak UU telah dilaksanakan. Selanjutnya rekomendasi perubahan tampilan pada 
menu Undang-Undang dalam SIPANLAK UU pada UU yang tidak mengamanatkan 
peraturan pelaksanaan. Untuk UU yang tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan 
hanya menampilkan pilihan DETAIL saja.

33



SEKAETAArAT JENOfftAt DAN M^H KfAHUAN 
OEWAN fEAWAKlLAN RAKVAT REPUBUK MOONESlA

Matf

uaaa:a

»•' M. w^« v«»>

la'fCirw IMffJi Mv (»«•«*• Cv^ f it
NT» r*^ Cmk. I' .>1;^ fi«
A*e»

ymtrs \0*mm A*
JO, , P«

*iA«Q w*m* « an «i

‘ f an^^f--y-»i^iC
n»onmp»

Aypv'^n^ev* w^a

')-■

Gambur 20. Undangan Kegialan Uji Coba
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Gumbar 21. Malcri Uji Coba Aplikasl
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Gambiir 22. Kegiatan Uji Coba Aplikasi

Gambia' 23. Aruban MciUor 2

Penerapan nilai-nilai dasar ASN dan peran serta kedudukan ASM dalam NKRI pada 
kegiatan ini adalah:

1. Akuntabilitas
Terdapat daftar kehadiran dan laporan singkai sebagai bentuk pertanggungjawaban 
telah dilaksanakan kegiatan Uji Coba Aplikasi.

2. Etika Publik
Peniilis bersikap dan heriuiur kata yang etis pada saat pelaksanaan Uji Coba 
Aplikasi

3. Komitmen Mulu
SIPANLAK UU terns mengalanii perbaikan yang disampaikan dalam berbagai 
rapat iintuk menjaga mutu atau kualltas dari kinerja Puspanlak UU.

4. Whole of Government
Pelak.sanaan kegiatan ini mclibatkan pihak-pihak lain yaitu Analis Hukum 
Puspanlak UU.

Rangkaian kegiatan Uji Coba SIPANLAK UU ini mengnaikan nilai-nilai akuntabel 
(adanya daftar kehadiran dan laporan singkat diskusi) dan profesional (keterlibatan pihak 
lain sesuai dengan konipentcnsinya). dan yang dianul olch instansi.
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KEGIATAN

Kerangka Waktii Pelaksanaan Kegiatan 
AGUSTUS
12 3 4

Pengumpulan Data dan 
Informasi Peraturan
Pelaksanaan Undang- 
Undang
Penyusunan Hasil
Pemanlauan Peraturan 
Pelaksanaan Undang- 
Undang
Pembaruan Aplikasi untuk 
tampilan Hasil
Pcmantauan Peraturan 
Pelaksanaan Undang- 
Undang
Updating Data Hasil 
Pemantauan Peraturan 
Pelaksanaan Undang- 
Undang (Tahun 2008- 
2018)
Ujicoba Aplikasi

SEPTEMBER
12 3 4

OKTOBER
12 3 4

' y. *
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BAB V
KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kesimpulan
Penulis lelah melaksanakan kegiatan ini dengan output utama berupa sistem informasi 

peraluran pelaksanaan undang-undang, yang dinamakan SIPANLAK UU. Sistem tersebut 
tcrintegrasi di dalam website Puspanlak, yaitu httPs://pLisDanlakuu.dDr.go.id dan dapat 
diakses oleh masyarakat luas. Sistem informasi tersebut dapat terbangun dengan adanya 
kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pihak internal di unit Puspanlak 
UU maupun pihak eksternal di unit kerja lainnya. SIPANLAK UU dapat meningkatkan 
kinerja Puspanlak UU menjadi lebih akuntabel, efisien, dan efektif dalam membantu keija 
DPR RI di fungsi pcngawasan pelaksanaan undang-undang.

Penulis melakukan tiap tahapan kegiatan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar dari 
seorang ASN, yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan 
Anti-Korupsi dan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, yaitu Manajcmcn ASN, 
Pelayanan Publik, dan Whole of Government. Tanpa intemalisasi nilai-nilai tersebut ke 
dalam tiap tahapan, maka kegiatan ini tidak akan menghasilkan output yang bermutu dan 
dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih lagi Penulis tidak akan seutuhnya menjadi ASN 
yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam pelayanan negara kepada rakyatnya.

B. Tindak Lanjut
Kegiatan aktualisasi ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan teknis. 

Oleh karena itu Penulis berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sudah 
terlaksana berdasarktin arahan dari pimpinan di unit kerja Penulis. Selain itu, Penulis juga 
berkomitmen untuk meneruskan kegiatan dalam rencana jangka menengah dan jangka 
panjang hingga akhirnya SIPANLAK UU siap untuk diluncurkan kepada publik. 
Penginputan data dan informasi hasil pemantauan peraluran pelaksanaan undang-undang 
akan lerus dikerjakan secara berkesinambungan tiap lahunnya. Oleh karena itu Penulis 
akan melakukan koordinasi dan kerjasama yang optimal dengan rekan kerja analis hukum 
lainnya.
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KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
NIP : 199202222018011001
Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan : Analis Hukum
Isu : Belum optimalnya sistem yang lerintegrasi sebagai database

penyimpanan basil pemantauan peraturan pelaksanaan undang- 
undang

Gagasan : Memperbarui sistem informasi di dalam website
https://puspanlakuii.dpr.go.id sebagai wadah untuk penyimpanan 
basil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: Pengumpulan Data dan Informasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Penyelesaian Kegiatan Catalan Mentor Tanggal/ 
Paraf Mentor

Tahapan Kegiatan:
1. Menelusuri undang-undang 

dari tahun 2008-2018 di 
website https://dpr.go.id dan 
menyimpannya dalam satu 
folder

2. Meminta persetujuan
Kepala Puspanlak UU

Output Kegiatan Terhadap 
Pemecahan Isu:
1. Dokumen: file undang- 

undang
2. Tabel database yang 

disetujui

Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan:
1. Komitmen Mutu (efektivitas 

dan efisiensi, inovasi, 
berorientasi pada mutu)

2. Akuntabilitas (tanggung 
javvab, jujur, kejelasan

ky
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KARTU HIiMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
I992022220I8011001
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Analis Hukum
Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database 
penyimpanan basil pemantauan peraturan pelaksanaan undang- 
undang
Memperbarui sistem informasi di dalam website 
https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai vvadah untuk penyimpanan 
basil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: Penyusunan Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nama
NIP
Unit Kerja
Jabatan
Isu

Gagasan

Penyelesaian Kegiatan

Tahapan Kegiatan:
1. Mempelajari isi undang- 

undang untuk menyusunnya 
sesuai dengan bidang 
komisi

2. Melakukan pencarian
mengenai Peraturan
Pelaksanaan apa saja yang 
sudah diterbitkan sesuai 
dengan bidang komisi dan 
memasukkannya ke dalam 
tabel manual

3. Mentabulasi tabel hasil
pemantauan peraturan 
pelaksanaan UU dan
membaginya menjadi 2 
(dua) jenis tabel, yaitu Tabel 
1 (Daftar Status dan
Rekapitulasi Undang- 
Undang) dan Tabel 2 
(Lampiran Rekapitulasi 
Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang)

Catatan Mentor Tanggal/ 
Paraf Mentor
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Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Tanggal/ 
Paraf Mentor

Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu:
1. Hasil Pemantauan Peraturan

Peiaksanaan UU dipisahkan 
sesuai dengan bidang
Komisi

2. Data Pemantauan peraturan 
pelaksanan UU

3. Tabel database yang
disetujui

Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan:
1. Naslonalisme (Tidak

diskriminatif dan
mengikutsertakan semua 
rekan sejawat)

2. Etika Publik (hormat, sopan, 
taat pada peraturan, 
integritas tinggi)

3. Akuntabilitas (tanggung 
jawab, jujur, kejelasan 
target, transparan)

4. Pelayanan Publik (sesuai 
dengan prinsip pelayanan 
publik yaitu partisipatif dan 
mengikuti etika serta etiket)

Kontribusi terhadap Tusi 
Organisasi:
Membantu Misi Pusat 
Pemantauan Peiaksanaan 
Undang-Undang pada poin ke 
empat yaitu :
“Mewujudkan kualitas hasil 
pemantauan terhadap
peraturan peiaksanaan
Undang-Undang yang



Penyeiesaian Kegiatan Catatan Mentor Taiiggal/ 
Paraf Mentor

profesional, tepat waktu,
akuntabel, dan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-
undangan.”

Penguatan Nilai Organisasi:
1. Reiigius
2. Akuntabel
3. Profesional
4. Integritas



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama
NIP
Unit Kerja
Jabatan
Isu

Gagasan

Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
1992022220180II001
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Analis Hukum
Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database 
penyimpanan basil pemantauan peraturan pelaksanaan undang- 
undang
Memperbarui sistem informasi di dalam website 
https://puspanlakuLi.dpr.go.id sebagai vvadah untuk penyimpanan 
basil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: Pembaruan Aplikasi untuk tampilan Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang

Penyelesaian Kegiatan

Tahapan Kegiatan:
1. Melakukan diskusi dan 

konsLiltasi dengan BDTI 
untuk memperbarui sistem 
informasi (Penambahan 
Jumlah Rekapitulasi UU 
dan UU yang diuji MK)

2. Meminta persetujuan
Kepala Puspanlak UU

Catatan Mentor

Output Kegiatan Terhadap 
Pemccahan Isu:
1. Daftar Hadir dan Laporan 

Singkat Rapat
2. Tampilan IConten yang 

disetujui

Keterkaitan Substansi Mata 
Pelatihan:
1. Akuntabilitas (tanggung 

jawab, jujur, kejelasan 
target, transparan)
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Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor
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Tanggal/ 
Paraf Mentor

2. Etika Publik (hormat, 
sopan, taat pada peraturan, 
integritas tinggi)

3. Komitmen Mutu
(efektivitas dan efisiensi, 
inovasi, berorientasi pada 
mutu)

4. f'F/jo/e of Government
(meminta serta
mendapatkan arahan,
koordinasi dan kolaborasi 
dengan pimpinan maupun 
rekan sejawat)

Kontribusi terhadap Tusi 
Organisasi:
Membantu Misi Pusat 
Pemanlauan Pelaksanaan
Undang-Undang pada poin ke 
empat yaitu :
“Mevvujudkan kualitas hasil 
pemantauan terhadap
peraturan pelaksanaan
Undang-Undang yang
profesional, tepat vvaktu, 
akimtabel, dan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-
undangan.”

Penguatan Nilai Organisasi:
1. Religius
2. Akuntabel
3. Profesional
4. Integritas

\. VcU'^f\
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Nama
NIP
Unit Kerja
Jabatan
Isu

Gagasan

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
199202222018011001
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Analis Hukiim
Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database 
penyimpanan basil pemantauan peraturan pelaksanaan undang- 
undang
Memperbarui sistem informasi di dalam website 
https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai vvadah untuk penyimpanan 
basil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: Updating Data Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (Tahun 
2008-2018)

Penyelesaian Kegiatan Catalan Mentor Tanggal/ 
Paraf Mentor

Tahapan Kegiatan:
1. Meminta persetujuan

Kepala Puspanlak UU
2. Berkoordinasi dengan Staf 

Puspanlak UU untuk 
mengisi aplikasi dengan 
data Pemantauan Peraturan 
Pelaksanaan UU

Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu:
1. Persetujuan untuk mengisi 

data pemantauan peraturan 
pelaksanaan UU

2. Aplikasi mulai diisi dengan 
Data Pemantauan Peraturan 
Pelaksanaan UU

Keterkaitan Substansi Mata 
Pelatihan:
1. Akuntabilitas (tanggung

Jawab, Jujur, kejelasan 
target, transparan)

2. Nasionalisme (Tidak
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KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama
NIP
Unit Kerja
Jabatan
Isu

Gagasan

Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
199202222018011001
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Analis Hukum
Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database 
penyimpanan basil pemantauan peraturan pelaksanaan undang- 
undang
Memperbarui sistem informasi di dalam website 
https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai wadah untuk penyimpanan 
basil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kcgiatan: Uji Coba Aplikasi

Penyelesaian Kegtatan Catatan Mentor Tanggal/ 
Paraf Mentor

Tahapan Kegiatan:
1. Melakukan koordinasi 

dengan Sub Bagian TU 
Puspanlak UU untuk 
menjadwalkan Uji Coba 
Aplikasi

2. Menyiapkan mated
pembabasan dalam Uji 
Coba Aplikasi

Output Kegiatan Terhadap 
Pemecahan Isu:
1. Tanda terima undangan
2. Dokumen: mated

pembabasan
Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan:
1. Etika Publik (hormat, 

sopan, taat pada peraturan, 
integritas tinggi)

2. Whole of Government
(meminta serta
mendapatkan arahan,
koordinasi dan kolaborasi 
dengan pimpinan maupun
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Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Tanggal/ 
Paraf Mentor

rekan sejavvat)
3. Akuntabilitas (tanggung 

jawab, jujur, kejelasan 
target, transparan)

4. Komitmen Mutu
(efektivitas dan efisiensi, 
inovasi, berorientasi pada 
mutu)

Kontribusi terhadap Tusi 
Organisasi:
Membantu Misi Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang pada poin ke 
empat yaitu :
“Mewujudkan kualltas basil 
pemantauan terhadap
pcraturan pelaksanaan
Undang-Undang yang
profesional, tepat waktu, 
akuntabel, dan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-
undangan.”

Penguatan Nilai Organisasi:
1. Akuntabel
2. Profesional



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

Nama
NIP
Unit Kerja
Jabatan
Isii

Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
199202222018011001
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Analis Hukum
Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database 
penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang- 
undang

Gagasan : Memperbarui sistem informasi di dalam website
https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai vvadah untuk penyimpanan 
hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: Pengumpulan Data dan Informasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coach Tanggal/ 
Paraf Coach

Tahapan Kegiatan:
1. Menelusuri undang-undang 

dari tahun 2008-2018 di 
website https://dpr.go.id dan 
menyimpannya dalam satu 
folder

2. Meminta persetujuan
Kepala Puspanlak UU

'Vlaolfaj- Jf
Output Kegiatan Terhadap 
Pemecahan Isu:
1. Dokumen: file undang- 

undang
2. Tabel database yang

disetujui

Keterkaitan Substansi Mata
Pciatihan:
1. Komitmen Mutu (efektivitas

dan efisiensi, inovasi,
berorientasi pada mutu)

2. Akuntabilitas (tanggung
jawab, jujur, kejelasan

https://puspanlakuu.dpr.go.id
https://dpr.go.id


Penyelesaian Kegiatan Catatan Coach Tanggal/ 
Paraf Coach

target, transparan)
3. Etika Publik (hormat, sopan, 

taat pada peraturan, 
integritas tinggi)

4. Anti Korupsi GLUur’ 
sederhana, berani, adil)

5. Pelayanan Publik (sesuai 
dengan prinsip pelayanan 
publik yaitu partisipatif dan 
mengikuti etika serta etiket)

6. Whole of Government
(meminta serta
mendapatkan arahan,
koordinasi dan kolaborasi 
dengan pimpinan maupun 
rekan sejawat)

Kontribusi terhadap Tusi 
Organisasi:
Membantu Misi Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang pada poin ke 
empat yaitu :
‘‘Mewujudkan kualitas hasil 
pemantauan terhadap
peraturan pelaksanaan
Undang-Undang yang
profesional, tepat waktu, 
akuntabel, dan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-
undangan.”

Penguatan Nilai Organisasi:
1. Profesional
2. Integritas
3. Akuntabel



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

Nama : Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
NIP : 199202222018011001
Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan ; Analis Hukum
Isu : Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database

penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang- 
undang

Gagasan : Memperbarui sistem informasi di dalam website
https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai wadah untuk penyimpanan 
hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: Pcnyusunan Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Pcnyelcsaian Kegiatan Catatan Coach Tanggal/ 
Paraf Coach

Tahapan Kegiatan:
1. Mempelajari isi undang- 

undang untuk menyusunnya 
sesuai dengan bidang 
komisi

2. Melakukan pencarian
mengenai Peraturan
Pelaksanaan apa saja yang 
sudah diterbitkan sesuai 
dengan bidang komisi dan 
memasukkannya ke dalam 
tabel manual

3. Mentabulasi tabel hasil
pemantauan peraturan 
pelaksanaan UU dan
membaginya menjadi 2 
(dua) jenis tabel, yaitu Tabel 
1 (Daftar Status dan
Rekapitulasi Undang-
Undang) dan Tabel 2 
(Lampiran Rekapitulasi 
Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang)

https://puspanlakuu.dpr.go.id


Penyelcsaian Kegiatan Catatan Coach Tanggal/ 
Paraf Coach

Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu:
1. Hasil Pemantauan Peraturan

Pelaksanaan UU dipisahkan 
sesuai dengan bidang
Komisi

2. Data Pemantauan peraturan 
pelaksanan UU

3. Tabel database yang
disetujui

Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan:
1. Nasionalisme (Tidak

diskriminatif dan
mengikutsertakan semua 
rekan sejawat)

2. Etika Publik (hormat, sopan, 
taat pada peraturan, 
integritas tinggi)

3. Akuntabilitas (tanggung 
javvab, jujur, kejelasan 
target, transparan)

4. Pelayanan Publik (sesuai 
dengan prinsip pelayanan 
publik yailu partisipatif dan 
mengikuti etika serta etiket)

Kontribusl terhadap Tusi 
Organisasi:
Membantu Misi Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang pada poin ke 
empat yaitu :
“Mewujudkan kualitas hasil 
pemantauan terhadap
peraturan pelaksanaan
Undang-Undang yang



Penyelesaian Kegiatan Catatan Coach Tanggal/ 
Paraf Coach

profesional, tepat waktu,
akimtabel, dan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-
undangan.”

Penguatan Nilai Organisasi:
1. Religius
2. Akuntabel
3. Profesional
4. Integritas



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

Nama
NIP
Unit Kerja
Jabatan
Isu

Gagasan

Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
199202222018011001
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Analis Hukum
Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database 
penyimpanan basil pemantauan peraturan pelaksanaan undang- 
iindang
Memperbarui sistem informasi di dalam website 
https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai vvadah untuk penyimpanan 
basil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: Pembaruan Aplikasi untuk tampilan Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coach Tanggal/ 
Paraf Coach

Tahapan Kegiatan:
1. Melakukan diskusi dan

konsultasi dengan BDTI 
untuk memperbarui sistem 
informasi (Penambahan
Jiimlah Rekapitulasi UU 
dan UU yang diuji MK)

2. Meminta persetujuan
Kepala Puspanlak UU

dk k
Output Kegiatan Terhadap 
Pemecahan Isu:
1. Daftar Hadir dan Laporan 

Singkat Rapat
2. Tampilan Konten yang 

disetujui

Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan:
1. Akuntabi litas (tanggung

javvab, jujur, kejelasan 
target, transparan)

https://puspanlakuu.dpr.go.id
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KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

Nama
NIP
Unit Kerja
Jabatan
Isu

Gagasan

Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
199202222018011001
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Analis Hukum
Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database 
penyimpanan hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang- 
Lindang
Memperbarui sistem informasi di dalam website 
https://puspanlakuu.dpr.go.id sebagai wadah untuk penyimpanan 
hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: Updating Data Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (Tahun 
2008-2018)

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coach Tanggal/ 
Paraf Coach

Tahapan Kegiatan:
1. Meminta persetujuan

Kepala Puspanlak UU
2. Berkoordinasi dengan Staf

Puspanlak UU untuk
mengisi aplikasi dengan 
data Pemantauan Peraturan 
Pelaksanaan UU

Jf
Output Kegiatan Terhadap
Pemccahan Isu:
1. Persetujuan untuk mengisi 

data pemantauan peraturan 
pelaksanaan UU

2. Aplikasi mulai diisi dengan 
Data Pemantauan Peraturan
Pelaksanaan UU

Keterkaitan Substansi Mata 
Pelatihan:
1. Akuntabilitas (tanggung

javvab, jujur, kejelasan
target, transparan)

2. Nasionalisme (Tidak

https://puspanlakuu.dpr.go.id


Penyclesaian Kegiatan

diskriminatif dan
mengikutsertakan semua 
rekan sejavvat)

3. Komitmen Mutu
(efektivitas dan efisiensi, 
inovasi, berorientasi pada 
mutu)

4. Whole of Government
(meminta serta
mendapatkan arahan,
koordinasi dan kolaborasi 
dengan pimpinan maupun 
rekan sejawat)

Catatan Coach

Kontribusi terhadap Tusi 
Organ isasi:
Membanlu Misi Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang pada poin ke 
empat yaitu :
“Mewujudkan kualitas basil 
pemantauan terhadap
peraturan pelaksanaan
Undang-Undang yang
profesional, tepat vvaktu, 
akuntabel, dan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-
Lindangan.”

Penguatan Nilai Organisasi:
1. Akuntabel
2. Profesional

Tanggal/ 
Paraf Coach



Nama
NIP
Unit Kerja
Jabatan
Isu

Gagasan

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
199202222018011001
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Analis Hukum
Belum optimalnya sistem yang terintegrasi sebagai database 
penyimpanan basil pemantauan peraturan pelaksanaan undang- 
undang
Memperbarui sistem informasi di dalam website 
https://puspanlakiiii.dpr.go.id sebagai wadah untuk penyimpanan 
basil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang

Kegiatan: Uji Coba Aplikasi

Penyelesaian Kegiatan

Tahapan Kegiatan:
1. Melakukan koordinasi 

dengan Sub Bagian TU 
Puspanlak UU untuk 
menjadwalkan Uji Coba 
Aplikasi

2. Menyiapkan mated
pembahasan dalam Uji 
Coba Aplikasi

Catatan Coach

Output Kegiatan Terhadap 
Pemecahan Isu:
1. Tanda terima undangan
2. Dokumen: mated

pembahasan
Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan:
1. Etika Publik (hormat, 

sopan, taat pada peraturan, 
integritas tinggi)

2. Whole of Government
(meminta serta
mendapatkan arahan,
koordinasi dan kolaborasi 
dengan pimpinan maupun

oK

Tanggal/ 
Paraf Coach

https://puspanlakiiii.dpr.go.id


Penyelesaian Kegiatan Cafatan Coach Tanggal/ 
Paraf Coach

rekan sejawat)
3. Akuntabilitas (tanggung 

jawab, jujur, kejelasan 
target, transparan)

4. Komitmen Mutu
(efektivitas dan efisiensi, 
inovasi, berorientasi pada 
mutu)

Kontribusi terhadap TusI 
Organisasi:
Membantu Misi Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang pada poin ke 
empat yaitu :
“Mevvujudkan kualitas basil 
pemantauan terhadap
peraturan pelaksanaan
Undang-Undang yang
profesional, tepat waktu, 
akuntabel, dan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-
undangan.”

Penguatan Nilai Organisasi:
1. Akuntabel
2. Profesional



DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG 

BIDANG KOMISI I (PERTAHANAN, LUAR NEGERI DAN INFORMASI)
TAHUN 2008 S.D2018

DAFTAR STATUS UU
nv/

UNDANG-UNDANG BERLAKU TIDAK BERLAKU KETERANGAN

1. unaang-undang Nomor 1 Tahun 2008 
Tentang Pengesahan ILO Convention No. 
185 Concerning Revising The Seafarers 
Identity Documents Convention 1958 
(Konvensi ILO No. 185 Mengenai Konvensi 
Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958)

V

unaang-undang Nomor 9 Tahun 2008 
Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan 
Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai 
Senjata Kimia

V

o. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

V

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
Tentang Keterbukaan Informasi Publik

V

0. unaang-undang Nomor 15 tahun 2008 
Tentang Pengesahan Treaty On Mutual 
Legal Assitance In Criminal
/Watters(Perjanjian Tentang Bantuan Timbal 
Balik Dalam Masalah Pidana)

V

D. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 
Tentang Pengesahan Charter Of The 
Association Of Southeast Asian Nations 
(Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia 
Tenggara)

V

f. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 
Tentang Wilayah Neqara

V

* *



8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 
Tentang Pengesahan United Nations 
Convention Against Transnationai
Organized Crime (Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana 
Transnasional Yanq Terorqanisasi)

V

y. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 
Tentang Pengesahan Protocol To Prevent, 
Suppress And Punish Trafficking In 
Persons, Especially Women And Children, 
Supplementing The United Nations 
Conventions Against Transnatioinal
Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, 
Menindak, Dan Menghukum Perdagangan 
Orang, Terutama Perempuan Dan Anak- 
Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana 
Transnasional Yanq Terorqanisasi)

V

1U. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 
Tentang Pengesahan Protocol Against The 
Smuggling Of Migrants By Land, Sea And 
Air, Supplementing The United Nations 
Conventions Against Transnational
Organized Crime (Protokol Menentang 
Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut 
Dan Udara, Melengkapai Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang 
Tindak Pidana Transnasional Yang 
Terorqanisasi)

V

%

11.

^ o

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 
Tentang Pengesahan Stockholm Tentang 
Bahan Pencemar Organik Yanq Persisten

V

1 unaang-undang Nomor 20 Tahun 2009 
Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda 
Kehormatan

V

1o. Undang-Undang No. 21 Tahun 2009 tentang V

________________________________________



•t A

Pengesahan Agreement For The
Implementation of The Provisions of The 
United Nations Convention On The Law of 
The Sea of 10 December 1982 Relating to 
The Conservation and Management of 
Straddling Fish Stocks (Persetujuan 
Pelaksanaanan Ketetntuan-Ketentuan
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 
1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi 
Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang 
Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan Yang 
Beruava Jauh)

£\. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 
Tentang Bendera, bahasa, Dan Lambang 
Negara Serta Laqu Kebanasaan

V

15.

^ fi

unaang-unaang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik

V

Id.

17

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 
tentang Perfilman

V

1R

unoang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Pengesahan Perjanjian Antara 
Republik Indonesia dan Republik Singapura 
tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah 
Kedua Negara di Bagian Barat Selat 
Singapura, 2009 {Treaty Between The 
Republic of Indonesia and The Republic Of 
Singapore Relating to The Delimitation of 
The Territorial Seas of The Two Countries In 
The Western Part of The Strait of Singapore 
2009)

V

•

unoang-undang Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Pengesahan Antara Pemerintah 
Republik Indonesia dan Kerajaan Kebawah 
Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda 
Sultan Dan Yanq Dl-Pertuan Nenar;) RmnAi

V



Darussalam Tentang Kerjasama Di Bidang 
Pertahanan (Memorandum Of Understanding 
Sefween The Government of The Republic 
Of Indonesia And The Government of His 
Majesty The Sultan And Yang DiPertuan of 
Brunei Darussalam On Defence
Cooperation)

19. unaang-undang Nomor 17 Tahun 2011 
tentanq Intelijen Negara

V

zU. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 
tentang Pengesahan Convention On The 
Rights of Person With Disabilities (Konvensi 
Mengenai Hak-Hak Penyandanq Disabilitasi

V

21.

oo

undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Pengesahan Traktat Pelarangan 
Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive 
Nuclear Test Ban Treaty)

V

zz. unaang-undang Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Pengesahan Persetujuan Antara 
Pemerintah Republik Indonesia Dan 
Pemerintah Daerah Administrasi Khusus 
Hongkong Republik Rakyat China tentang 
Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah 
Pidana (Agreement Between The
Government Of The Republic of Indonesia 
and The Government of The Hong Kong 
Special Administrative Region of The People 
of Republic Of China Concerning Mutual 
Legal Assistance In Criminal Matters)

V

Zo.

0/1

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Pengesahan Asean Convention On 
Counter Terrorism (Konvensi Asean 
Mengenai Pemberantasan Terorismel

V

Z4. unaang-undang Nomor 6 Tahun 2012 
tentang Pengesahan International
Convention On The Protection of The Rights

V



25.

of AH Migrant Workers and Members of Their 
Families (Konvensi Internasional Mengenai 
Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja 
Migran dan Anqgota Keluarqanva)
unaang-undang Nomor 9 Tahun 2012 
tentang Pengesahan Optional Protocol to 
the Convention On the Rights of the Child 
On The Involvement of Children In Armed 
Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak- 
Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak 
Dalam Konflik Bersenjata)

V

zo.

07

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Pengesahan Optional Protocol To 
The Convention on The Rights of The Child 
On the Sale of Children, Child Prostitution 
And Child Pornography (Protokol Opsional 
Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai
Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan 
Pornografi Anak)

V

OP

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 
tentang Industri Pertahanan

V

ZO.

OQ

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 
tentang Pengesahan Rotterdam Convention 
On the Prior Informed Consent Procedure 
For Certain Hazardous Chemicals and 
Pesticides In International Trade (Konvensi 
Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan 
Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan 
Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu 
Dalam Perdaqanaan International)

V

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 
tentang Pengesahan Nagoya Protocol On 
Acces To genetic Resources and The Fair 
and Equitable Sharing of Benefits Arising 
From Utilization to the Convention On 
Biological Diversity (Protokol Naqova

V

------ ------------------------------------



tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik 
dan Pembagian Keuntungan Yang Adil dan 
Seimbang Yang Timbul Dari
Pemanfaatannya Atas Konvensi
Keanekaraqaman Havatil

30. unuang-unaang Nomor 8 Tahun 2014 
tentang Pengesahan Perjanjian Antara 
Republik Indonesia dan Republik Korea 
Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam 
Masalah Pidana {Treaty Between The 
Republic of Indonesia And The Republic of 
Korea On Mutual Legal Assistance In 
Criminal Matters)

V

31.

':i.O

unaang-undang Nomor 9 Tahun 2014 
tentang Pengesahan Perjanjian Antara 
Republik Indonesia dan Republik India 
Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam 
Masalah Pidana {Treaty Between The 
Republic of Indonesia And The Republic of 
India On Mutual Legal Assistance In 
Criminal Matters)

V

o^. unaang-undang Nomor 10 Tahun 2014 
tentang Pengesahan International
Convention For The Suppression of Acts of 
Nuclear Terrorism (Konvensi International 
Penanggulan Tindakan Terorisme Nuklir)

V

00.

o/

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 
tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi 
Antara Republik Indonesia dan Republik 
India {Extradition Treaty Between The 
Republic of Indonesia and The Republic of 
India)

V

Undang-Unaang Nomor 19 Tahun 2014 
tentang Pengesahan Persetujuan Tentang 
Kerja Sama Industri Pertahanan Antara 
Pemerintah Republik Indonesia dan

V



Pemertntah Republik Turki {Agreement On 
Defense Industry Cooperation Between The 
Government of The Republic Indonesia and 
The Government of The Republic of Turkey)

35. UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum 
Disiplin Militer

V

36. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 
tentang Pengesahan Asean Agreement On 
Transboundary Haze Pollution (Persetujuan 
Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas 
Batas)

V

37. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Pengesahan Persetujuan Antara 
Pemerintah Republik Indonesia dan 
Pemerintah Republik Demokratik Timor 
Leste tentang Kegiatan Kerja Sama Di 
Bidang Pertahanan {Agreement Between 
The Government of The Republic Indonesia 
and The Government of The Democratic 
Republic of Timor Leste Concerning 
Cooperative Activities In The Field of 
Defence)

V

38. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 
Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara 
Republik Indonesia dan Republik Sosialis 
Vietnam {Extradition Treaty Between The 
Republic of Indonesia and The Socialist 
Republic of Vietnam)

V

o9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 
Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara 
Republik Indonesia dan Papua Nugini 
{Extradition Treaty Between The Republic of 
Indonesia and The Independent State of 
Papua Nuqini)

V

40. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Pengesahan Persetujuan Antara

V



Pemerintah Republik Indonesia dan 
Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang 
Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan 
{Agreement Between The Government of 
The Republic of Indonesia and The 
Government of The Islamic Republic of 
Pakistan On Cooperative Activities In The 
Field of Defence)

41. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015 
tentang Pengesahan Bantuan Timbal Balik 
Dalam Masalah Pidana Antara Republik 
Indonesian dan Republik Sosialis Vietnam 
{Treaty On Mutual Legal Assistance In 
Criminal Matters Between The Republic of 
Indonesia and The Socialist Republic of 
Vietnam)

V

42. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Pengesahan persetujuan Antara 
Pemerintah Republik Indonesia dan 
Pemerintah Republik Polandia Tentang 
Kejasama Di Bidang Pertahanan {Agreement 
Between The Government of The Republic of 
Indonesia and The Government of the 
Republic of Poland Concerning Co- 
Operation In The Field of Defence)

V

43. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pengesahan Memorandum Saling 
Pengertian Antara Pemerintah Republik 
Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis 
Vietnam tentang Peningkatan Kerjasama 
Antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan 
Bidang Pertahanan Terkait {Memorandum of 
Understanding Between The Government of 
The Republic of Indonesia and The 
Government of The Socialist Republic of 
Vietnam On Strengthening of Cooperation 
Between Defence Officials and Its Related

V

> • > • t* • r • •



Activities)
44.

AC:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pengesahan Nota Kesepahaman 
[MoU) Antara Kementerian Pertahanan 
Republik Indonesia dan Kementerian 
Pertahanan Republik Federasi Jerman 
Mengenai Kerjasama DiBidang Pertahanan 
{Memorandum of Understanding between 
The Ministry of Defence of the Republic of 
Indonesia and The Federal Ministry of 
Defence of The Federal Republic of Germany 
Concerning Cooperation In The Field of 
Defence)

V

HU.

/1ft

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pengesahan Persetujuan Antara 
Pemerintah Republik Indonesia dan 
Pemerintah Republik Rakyat China Tentang 
Kerjasama Aktivitas Dalam Bidang
Pertahanan {Agreement Between The 
Government of The Republic of Indonesia 
and The Government of The People’s 
Republic of China On Cooperation Activities 
In The Field of Defence)

V

A~7

unaang-undang Nomor 16 Tahun 2016 
tentang Pengesahan Paris Agreement to the 
United Nations Framework Convention On 
Climate Change (Persetujuan Paris Atas 
Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan 
Bangsa-Bangsa menqenai Perubahan Iklim)

V

/ .

A O

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik

V

*to. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Pengesahan Perjanjian Antara 
Republik Indonesia dan Republik Singapura

V

-------------------------------------------- -. _________________________-------------------------------------------------------------------



DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG
BIDANG KOMISI II (DALAM NEGERI, SEKRETARIAT NEGARA DAN PEMILU)

TAHUN 2008 S.D2018

NO DAFTAR
UNDANG-UNDANG

STATUS UU

BERLAKU TIDAK
BERLAKU

KETERANGAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik

V
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi 
Papua

V

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Yalimo di Provinsi Papua

V
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Lanny Java di Provinsi Papua
V

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nduqa di Provinsi Papua

V
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua
V

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Doqiyai di Provinsi Papua

V
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemiiihan 

Umum Anggota DPR, DPD, DPRD V Dicabut;
UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu 
Anggota DPR, DPD dan DPRD.9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah

V Dicabut:
UU Nomor 23 Tahun 2014

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi 
Sumatera Utara

V

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi 
Sumatera Utara

V

12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentana V



Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi 
Benqkulu

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi

V
14. Unaang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat

V

15.

16.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah V
unaang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi 
Sulawesi Selatan

V

1 /. unaang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di 
Provinsi Sulawesi Utara

V

1o. Undang-Unaang Nomor 30 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di 
Provinsi Sulawesi Utara

V

iy. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Maluku Barat daya di Provinsi 
Maluku

V

4U. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku V

21. uriuang-unaang Nomor 33 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi 
Kepulauan Riau

V

2.Z. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 
Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

V

Zo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor
1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang 
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus baqi

V



Provinsi Papua menjadi Undanq - Undanq --------------------- ---------- --------------------------- 1
24. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Neqara V
25. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden V Dicabut:
UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum26. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nias Utara Di Provinsi Sumatera 
Utara

V

27. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera 
Utara

V

28. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera 
Utara

V

29. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Prinqsewu di Provinsi Lampunq

V
30. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampunq
V

o1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi 
Lampunq

V

32. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kota Tangeranq Selatan di Provinsi Banten

V
oo. Undang-Unaang Nomor 52 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

V

34. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku 
Utara

V

35. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Intan Java di Provinsi Paoua V

36. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Deiyai Di Provinsi Paoua

V
37. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua
V



38.
Barat.
Undang-Undang No 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan 
Kabupaten Kepulauan Meranti dt Provinsi Riau V

39. Undang-Undang No. 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan 
Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat V

4U. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Angqota 
DPR, DPD dan DPRD

V Dicabut:
UU No, 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 
Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

41. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah

V Dicabut:
a. Putusan MK No. 124/PUU-VI1/2009 

Pasal 348 Ayat (1) Huruf A , Pasal 403
b. Putusan MK No. 23 Dan 26/PUU- 

VI11/2010 Pasal 184 Ayat (4)4Z. Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 Tentang 
Ketransmiqraslan

V

4o.
44.
45.

Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan V
uiiuarig-unaang NO. 9 lahun 2010 tentang Keprotokolan V
uiiuarig-unoang Nomor 2 lahun 2011 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentanq Partal 
Politik

V

4b. Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum V Dicabut:

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum4/. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentinqan Umum V
4o. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan 

Konflik Sosial V
49.

50.

51.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

V Dicabut:
UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum

unuang-unaang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Keistimewaan Daerah Istimewa Yoqvakarta V
unuang-unaang Nomor 20 Tahun 2012 tentanq V



52.
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa 
Barat

V

o«5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi 
Lampunq.

V

04. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi 
Papua Barat

V

00.

CO

Undang-Undang No. 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pegununqan Arfak di Provinsi Papua Barat V

OD. Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan 
Kabupaten Mahakam ULU di Provinsi Kalimantan Timur V

0/. Undang-Undang No. 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan 
Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenqqara Timur V

JO.

CQ

Undang-Undang No. 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan 
Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat V

oy.

on

Undang-Undang No. 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bangqai Lautdi Provinsi Sulawesi Tenaah V

DU.

C*f

Undang-Undang No. 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan 
Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara V

D 1.

CO

Undang-Undang No. 7 Tahun 2013 tentang Kabupaten 
Penukal Abab Lemantang llir di Provinsi Sumatera Selatan V

DZ.

CO

Undang-Undang No. 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan 
Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenqqara V

Ds3. Uiidarig-Undang No. 12 lahun 2013 tentang Pembentukan 
Kabupaten Motowali Utara di Provinsi Sulawesi Tenqah V

D4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan 
Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi 
Tenqqara.

V

00.

cc

Undang-Undang No. 14 Tahun 2013 tentang Perubahan 
atas UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Tambrauw di Provinsi Papua Barat

V

DO. Undahg-Undang No. 16 lahun 2013 tentang Pembentukan 
Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera V



67.

68.

69.

70.
71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

Selatan.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan

78.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara
Undang-Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Kabupaten Buton Tengah dt Provinsi Sulawesi Tenggara 
Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 Pembentukan 
^abupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara 
Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakvat 
Daerah
Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati. dan Walikota
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan
Undang-Undang No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakvat 
Daerah.

V

V

Diubah:
UU No. 16 Tahun 2017 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang - Undang Nomor 2 
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas 
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 
Tentang Organisasi Kemasyarakatan 
Menjadi Undang - Undang____________

Dicabut:
Perppu No.1 Tahun 2014



79. Undang-Undang No, 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undanq-Undanq.

V

80. Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undanq-Undanq.

V

81. Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
Menjadi Undanq-Undanq

V

82. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah

V

83. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undanq.

V

84. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum V

85. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor
2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang 
Nomor 17 Tahun 2013

V

86. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah

V

JUMLAH 78 8



DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG 

BIDANG KOMISI III (HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)
TAHUN 2008 S.D 2018

NO DAFTAR
UNDANG-UNDANG

STATUS UU
KETERANGANBERLAKU TIDAK

BERLAKU
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia V
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Aqunq

V
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika V
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi V
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman V
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Umum

V
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama

V
8. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Neqara

V
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Menjadi 
Undang-Undang

V Dicabut Oleh:
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Keimigrasian
b. Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2009 
tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undanq-



Undang Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 1992 
tentang Keimigrasian Menjadi
Undang-Undang dinyatakan masih 
berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan UU 
No.6 Tahun 2011 dan belum
dirubah atau diganti dengan 
Peraturan Pelaksanaan UU No.6 
Tahun 201110. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi

V

11.

12.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Grasi V
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uanq V

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Keimigrasian V

14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi

V
15.

16.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Undanq-Undanqan V
unoang-unaang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 
Hukum V

17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang 
Komisi Yudisial V

18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak V



19.

20.

21

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pendanaan Terorlsme
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 
Jabatan Notarts
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 
Konstitusi Menjadi Undang-Undang

Dicabut Oleh:
Putusan MK No. 1/PUU-X1I/2014:
a. UU No. 4 Tahun 2014 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti UU No. 1 Tahun 2013 
tentang Perubahan Kedua Atas UU 
No. 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi menjadi UU 
beserta lampirannya bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum
mengikat

b. UU No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana 
telah diubah dengan UU No. 8 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
UU No. 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi, berlaku
kembali sebagaimana sebelum
diubah oleh PP Pengganti UU No. 1 
Tahun 2013 tentang Perubahan 
Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi yang 
kemudian menjadi UU No. 4 Tahun 
2014 tentang Penetapan PP 
Pengganti UU No. 1 Tahun 2013 
tentang Perubahan Kedua Atas UU 
No. 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi menjadi
Undang-Undang.________________



22. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta V
23. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

V
24. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak

V

25. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang- 
Undang

V

26. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten V
27. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis V
28. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

V

JUMLAH 26 2



DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG 

BIDANG KOMISI IV 

TAHUN 2008 S.D2018

NO DAFTAR STATUS UU

UNDANG-UNDANG BERLAKU TIDAK
BERLAKU

KETERANGAN

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan 
dan Kesehatan Hewan

V

2. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkunqan Hidup

V

‘6. Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
Lahan Pertanian Panqan Berkelanjutan

V

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan

V

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang 
Hortikultura

V

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan V
/. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
V

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 
Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

V

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

V

1U. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan V

11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi 
Tanah Air

V

12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 
Perkebunan

V



13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan Dan Kesehatan Hewan

V

14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudt Daya 
Ikan, Dan Petambak Garam

V

JUMLAH
.... ....... .......... ... ............. ......^ .............

14 0



DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG 

BIDANG KOMISI V (INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN)
TAHUN 2008 S.D 2018

NO DAFTAR
UNDANG-UNDANG

STATUS UU
KETERANGANBERLAKU TIDAK

BERLAKU
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran V
Mencabut:
UU No. 21 Tahun 1992 tentang 
Pelayaran

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah V

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan V

Mencabut:
UU No. 15 Tahun 1992 tentang 
Penerbangan.

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan

V

Mencabut:
UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan

Sebagian materi pasal/ayat telah 
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusr 
berdasarkan Putusan MK No.3/PUU- 
111/2015, yaitu Penjelasan Pasal 47 ayat 
(2) huruf e bagian c yang menyatakan 
bahwa:
Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e 
bagian c UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang 
Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika V

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos V Mencabut:
UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan Dan Kawasan Pemukiman

Mencabut:
UU No. 4 Tahun 1992 
Perumahan dan Permuklman

tentang

Sebagian materi pasal/ayat telah 
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi 
berdasarkan Putusan MK No. 14/PUU- 
X/2012, yaitu Pasal 22 ayat (3) yang 
menyatakan bahwa :
Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No. 1 
Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Pemukiman betentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat.

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Informasi Geospasial

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 
Rumah Susun

V

Mencabut:
UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah 
Susun

Sebagian materi pasal/ayat telah 
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi 
berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU- 
XIII/2015, yaitu Pasal 75 ayat (1) yang 
menyatakan bahwa :
Sepanjang frasa “Pasal 59 ayat (2)" 
bertentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai 
bahwa yang dimaksud dengan “masa 
transisi" dalam Penjelasan Pasal 59 ayat 
(1) tidak diartikan 1 (satu) tahun tanpa 
dikaitkan dengan belum terjualnya 
seluruh satuan rumah susun.
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DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG 

BIDANG KOMISI VI (INDUSTRI, INVESTASI, DAN PERSAINGAN USAHA)
TAHUN 2008 S.D. 2018

NO DAFTAR
UNDANG-UNDANG

STATUS UU
KETERANGANBERLAKU TIDAK

BERLAKU
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menenqah
V

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan 
Ekonomi Khusus

V

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem 
Resi Gudang

V

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 
Perdagangan Berjanqka Komoditi

V

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
Perkoperasian

V Dicabut:
Putusan MK Nomor 28/PUU- 
XI/2013 :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2012 tentang Perkoperasian tidak 
mempunyai kekuatan hukum menqikat

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian V
/. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan V
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran V
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian
V

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan 
Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing 
The World Trade Organization (Protokol Perubahan 
Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia)

V

. . . . JUMLAH " 9 1 ■ » 1 *



DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG 

BIDANG KOMISI VII (ENERGI, RISTEK, DAN LINGKUNGAN HIDUP)
TAHUN 2008 S.D 2018

NO DAFTAR
UNDANG-UNDANG

STATUS UU KETERANGAN

BERLAKU TIDAK
BERLAKU

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batu Bara V

2.
3.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan V
Uihddny-Undang Nomor 21 lahun 2013 tentang Keantariksaan V

4.
5.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi V
Undang-Undang 11 Tahun 2017 lentang Pengesahan Minamata 
Convention On Mercury (Konvensi Minamata Menqenai Merkuri) V

JUMLAH 5 0



DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG 

BIDANG KOMISI VIII (AGAMA DAN SOSIAL) 

TAHUN 2008 S.D2018

NO DAFTAR
UNDANG-UNDANG

STATUS UU
KETERANGANBERLAKU TIDAK

BERLAKU
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji
V

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan 
Diskriminasi Ras dan Etnis

V

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornoqrafi V
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial V
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 
Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang

V

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 
Miskin

V

/.
8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penqelolaan Zakat V
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 
Halal

V

9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Haji

V

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 
Disabilitas

V

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2016 TentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

V

JUMLAH 11 0



DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG 

BIDANG KOMISI IX (KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN)
TAHUN 2008 S.D2018 !-

NO DAFTAR
UNDANG-UNDANG

STATUS UU
KETERANGANBERLAKU TIDAK

BERLAKU
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan V
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit V
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga V
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial V
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan 

Kedokteran V
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan 

Jiwa V
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan V
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan V
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan 

Maritime Labour Convention 2006 (Pengesahan Konvensi 
Tenaga Kerja Maritim)

V

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan 
Pekerja Migran Indonesia V

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Kepalangmerahan V

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 
Kesehatan V
JUMLAH 12 0



DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG 

BIDANG KOMISI X (PENDIDIKAN, OLAH RAGA DAN SEJARAH)
TAHUN 2008 S.D2018

NO DAFTAR
UNDANG-UNDANG

STA1rus uu
KETERANGANBERLAKU TIDAK

BERLAKU
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang 

Badan Hukum Pendidikan
V Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang 

Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan 
UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126- 
136/PUU-VII/2009

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan

V

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 
tentang Kepemudaan

V

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 
tentang Cagar Budaya

V

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 
tentang Gerakan Pramuka

V

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Pendidikan Ttnggi

V

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 
tentang Veteran Republik Indonesia

V

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Sistem Perbukuan

V

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Pemajuan Kebudayaan

V

JUMLAH 8 1



DAFTAR STATUS UNDANG-UNDANG 

BIDANG KOMISI XI (KEUANGAN DAN PERBANKAN)
TAHUN 2008 S.D 2018

NO DAFTAR
UNDANG-UNDANG

STA1rusuu
KETERANGANBERLAKU TIDAK

BERLAKU
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2008

V Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut 
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang 
disebutkan UU

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 
tentang Surat Berharqa Syariah Neqara

V

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah

V

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
tentang Perubahan Keempat atas Undang- 
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan

V

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2009

V Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut 
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang 
disebutkan UU

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

V

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
Menjadi Undang-Undang

V

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang

V
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hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang 
disebutkan UU

16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2008

V

17. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 
Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

V Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut 
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang 
disebutkan UU

18. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2010 tentang 
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2009

V

19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2011

V Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut 
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang 
disebutkan UU

20. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Transfer Dana

V

21. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Akuntan Publik

V

22. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Mata Dang

V

23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 
10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

V Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut 
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang 
disebutkan UU

24. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2010

V

25. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuanqan

V

26. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun 2012

V Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut 
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang 
disebutkan UU



27. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

V Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut 
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang 
disebutkan UU

28. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 
tentang Pertanggungjawaban atas
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

V

29. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2013

V Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut 
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang 
disebutkan UU

30. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Lembaga Keuangan Mikro

V

31. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-undang 
Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2013

V Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut 
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang 
disebutkan UU

32. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013 
tentang Pertanggungjawaban atas
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Anggaran Tahun Anggaran 2012

V

33. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2014

V Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut 
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang 
disebutkan UU

34. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2014

V Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut 
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang 
disebutkan UU

35. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 
tentang Pertanggungjawaban atas
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Anggaran Tahun Anggaran 2013

V

36. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

V Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut 
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang



Anggaran Tahun Anggaran 2015 disebutkan UU
37. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 

tentang Perasuransian
V

38. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

V Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut 
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang 
disebutkan UU

39. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 
tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Jaring Pengaman Sistem
Keuangan

V

40. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 
tentang Pertanggungjawaban atas
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Anggaran Tahun Anggaran 2014

V

41. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Anggaran Tahun Anggaran 2016

V Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut 
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang 
disebutkan UU

42. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Penjaminan

V

43. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem 
Keuangan

V

44. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pengampunan Pajak

V

45. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2016

V Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut 
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang 
disebutkan UU

46. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pertanggungjawaban atas
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Anggaran Tahun Anggaran 2015

V

47. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 V Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut



tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Anggaran Tahun Anggaran 2017

hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang 
disebutkan UU

48. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
UU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses 
Informasi Keuangan untuk Kepentingan 
Perpajakan

V

49. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang 
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan 
APBN Tahun Anggaran 2016

V

50. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 
tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 
2017

V Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut 
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang 
disebutkan UU

51. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2018

V Kumulatif terbuka yang keberlakuan UU tersebut 
hanya 1 tahun sesuai dengan tahun anggaran yang 
disebutkan UU

52. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2018 tentang V
JUMLAH 33 19
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NO .JUDUL
UNDANG-
L'XDANG

TANGGAL
pen(;esahan,

LEMBAKAN NEGARA 
(LN), TAMBAHAN 

LEMBARAN NEGARA 
(TEN)

STATUS KETERANGAN

Undang-Undang 
Nomor 38 Tahun 
2014 tentang 
Kepcrawatan

Disahkan pada tanggal 17 
Oktober 2014, LN No. 
307. TLN No.5612

Mcn^aninnatkan:
3 Peraturan Pemerintnh {3 
Pasal). 1 Peraturan Presiden 
(1 Pasal). 1 Peraturan 
Menteri(l Pasal). 9 
Peraturan Mcnteri Kesehatan 
(9 Pasal)

Telah ditetapkan:
I Peraturan Presiden (1 
Pasal). I Peraturan Menteri 
(1 Pasal), 8 Peraturan 
Menteri Kesehatan (8 Pasal)

Belum ditetapkan:
3 Peraturan Pemerintah (3 
Pasal). 0 Peraturan Presiden 
(0 Pasal), 0 Peraturan 
Menteri (0 Pasal), I 
Peraturan Menteri Kesehatan 
(1 Pasal)

Peraturan Lain 
ditetapkan:

of I 8;31 AM
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NO I’ASAl. & AA’AT 
VANG

DllINDAKl.ANJl T1 
I)v:.\(;an 

PKKAIIRAN 
I’KI.AKSANAAN

PKR.ATUUAN PELAKSANAAN

PP PERPRES
/KEPKES

PER.ME.N
/

KEPMEN

VV
TEUKAn

PERVn RAN 
PERI NDANX;-

I .m)\n(;an
I.AINNYA

KETERANGAN

Pusai 12 a>Ht 2

Kctcntuan mcngenai 
kuola nasional 
pcitcrimuan imiliasisvvu 
diatiir Jcngan 
Pcraturaii Menlcri yang 
incnyolonggiirakan 
unisan pcmorintaliaii di 
bidang pciidiJikan 
sciclah borkoordinasi 
dciigan MctUcri.

Paxal 14 uyat 3

Kotontuan lebili ianjut 
mcngcnui kcselaraan. 
pcngakuaii. dan angka 
krcdit doscn pada 
Wahann Pcndidikan 
Kcpcrawatiin 
scbagaimana dimaksud 
pada ayal (2) diatur 
dalam Pcraluran 
Pcmcriniah-

Pasai 26

Kelcnluan Icbih Ianjut 
mcngcnai
pcndayagunaan dan 
praklik I’crawat V.urga 
Negara Asing diatur 
dengan Pcraluran 
Pcnicrimah.

Pasal 58 nyat 3

Kctcntiian Icbih Ianjut 
mengenai tala cata 
pengenaan sanksi 
adminislratil 
.scbagaimana dimaksud 
pada a>at (2) diatur 
dengan Pcraluran 
Pcmcrinlah. .

1. UU No, 
36/2009 
tentang 
Kcschaian

2. UU No, 
44/2009 
tentang 
Rumali 
Sakit

5. UU No.
36/2014
tentang
Tenaga
Kosuhatan

Bduni ditetapkan: 
Berdasarkan ponclusuran 
tcr;ikhir Jalam situs 
sctncg.go.id dan 
iiUp://iiukor.kcmkcs.go,id 
/[uikor/seardi yajig 
diak.scs pada tanggal 14 
.Agu.slus 20IS Piikul 
09.39 WIB

bclum ditetapkan: 
Berdasarkan pene!u.suran 
terakhir dalam situs 
sctncg.go.id dan 
hUp;//hukor.kcmkcs.go.id 
/hukor/.scareh yang 
diakscs pada tanggal 14 
.Agu.stus 2018 Pukul 
09.31 WIB

Bclum ditetapkan: 
Berdasarkan pendusuran 
terakhir dalam situs 
sctncg.go.id dan 
http://lnikor.kcmkcs.go,id 
/hukor/scardi > ang 
diakscs pada tanggal 14 
Agustus 2018 Pukul 
09.33 WIB

Bclum ditetapkan: 
Berdasarkan pcndu.suran 
terakhir dalam situs 
sctncg.go.id dan 
hup:/'hukor.kcmkes.go.id 
/hukor/scarcii yang 
diakscs pada tanggal 14 
Agustus 2018 Pukul 
09.36 WIB

or 10' 19,2(118. 8:32 AM
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NO PASAl, & \Y\T 
\\\(;

mriM) vki.AN.K M 
i)KN(;an 

I'CRVIIK.AN 
PkLAKSANAAN

Pa:«al 4 ayai 3

Kdoiuuan [cbili lanjiit 
nicngoiiai jcnis Pcrawat 
sebagaimana dimak.suJ 
pada aval (1) dan ayai 
f2)diaUjrdongan 
Peraturan MoiUori

PKKATl' RAN PE[.AkSANAAN

PP

Pasal 9 a vat Ct

Kctcntiian Icbih lanjut 
niengcnai pcrsyaraian 
Fasilita.s Pciayanait 
Kcschalan sobagai 
W'ahana Pondidikan 
dialur dcngan 
Peraiuran Mcnicri yang 
iiicnyclcnggarakaii 
urusan pcmcrimahan di 
bidang pondidikan 
selclah bcrknordinasi 
dongan Mcnicri.

Pa.sal 23

Ketontuaii Icbih lanjut 
mengcnai pcri/inan 
diatur dalam Pcratiiran 
Mcntcri-

Pasal 27 avatS

KctciUuaii Icbih lanjut 
mengcnai tata cara 
prosc.s cviilu.i.si 
kompcicnsi bagi 
Pcrawai vvarga ncgara 
(rulonesia lulusan luar 
ncgcri scbagaimana 
dimaksud pada aval (I) 
diatur dcngan 
Peraiuran Mcnicri,

Pasal 28 aval 5

Kcienluaii Icbih ianjut 
mengcnai kcbiitulian 
pelayanan kcschalan

PERPRES
/KEPRES

PER.ME.N / 
KEPMEN

Peraiuran 
Mcntcri 
Kc.schatan No. 
80 Tahun 2016 
icnlang
Pcnyclcnggaraan 
Pekerjaan 
Asisten I'cnagu 
Kcschalan

PK UAKRV.N 
PKRl'iN'D.S.NfJ- 
IM),\.N(;AN 

LAINNAA

Peraiuran 
Mcntcri 
Kcschalan No. 
75 Tahun 2014 
Icnlang Pusal 
Kcschalan 
Masyarakat

Peraiuran 
Mcntcri 
Kcschalan No. 
02.02/MHNKES 
/148/1 Tahun 
2010 (entang 
Izin Dan 
Pcnyclcnggaraan 
Praktik Peravvat

Peraiuran 
iVlentcri No, 25 
Tahun 2014 
icnlang Jabaian 
Fungsional 
Peravval dan 
Angka 
Kreditnya

Peraiuran 
Mcntcri 
Kcschalan No. 
10 Tahun 2015 
icntang Standar

VI
TERKAIT

KETER.ANGAN

1. UU No. 
.36/2009 
Icnlang 
Kcschalan

2. UUNo.
44/2009
icnlang
Rumah
Sakit

3. III! No,
36/2014
Icnlang
Tenaga
Kcschalan

Peraiuran 
Mcnicri 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
Dan Refonnasi 
Birokrasi

10/19/2018. 8:32 AM
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6.

7.

8.

9.

10.

daiv'atiiu KcpcruuaUui 
diilam suatii vviluyali 
scbagaimana dimaksud 
pada ajai (4) diatiir 
dcngaii Poratiiran 
Mcntcri

Pasal 34

Keteniuan icbih lanjut 
mcngcnai tugas dan 
vvcwcnang Peruwat 
diatur dcngaii 
I’oraturan Mcntcri

Pasal 35

Ketentuan Icbih lanjut 
mcngcnai kcadaan 
darurat sebagaimaua 
dimaksud pada aval (I) 
diatur dengan 
Peraturan Mcntcri.

Pa.^al 39 ayat 2

Ketentuan Icbih lanjut 
mcngcnai raha.sia 
kcschatan Klicn diatur 
dalam Peraturan 
Mcnlcri-

Pasal 57

Ketentuan Icbih lanjut 
mcngcnai pembinaan 
dan pengawasan 
Prakiik Keperavvatan 
yang dilakukan olch 
Pcmcrintah.
Pcmcriniah Dacrah. 
Konsii Keperavvatan. 
dan Organisasi Profc.si 
sebagaimana diinak.sud

Pasal 52 ayat 3 Peraturan
Presiden

Ketentuan Icbih lanjut No. 90
mcngcnai siisunan Tahun
organisasi. 2017
pengangkutan. tentang
pcmbcrhcniian. dan Konsii
kcanggotaan Konsii Icnaiia
Keperauatan diatur Kcschatan
dengan Peraturan 
Presiden.

Indonesia

Pelayanan 
Keperauatan Di 
Rumah Sakit 
Khusu-s

Peraturan 
Mcntcri 
Ke.schatan No. 
161 Tahun 2010 
teniang 
Registrasi 
Tenaga 
Kc.schalan

Peraturan 
Mcntcri 
Kcschatan No. 
66 Tahun 2016 
tentang 
Kcsclamatan 
dan Kcschatan 
Kerja Rutnah 
Sakit

Peraturan
Mcntcri
Kcschatan No. I 
Tahun 2015 
tentang Uat'tar 
Intbrmasi Yang 
Dikccualikan Di 
Lingkungan 
Kementerian 
Kcschatan

Peraturan 
Mcntcri 
Kcschatan No. 
02.02 Tahun 
2010 tentang 
Izin dan
Pcnyclcnggaraan 
Proktik Perawat

2 of 3 10/19/2018. 8;32 AM
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piidii Pas;il 55 diatiir 
diiliim Pcraturan 
Vlcntcri,
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10.

Pa.tal 26

Ketciikian I chill lanjut 
nicngcnai
pciulasagumum dan 
prukiik Fcrawai Warga 
Negara Asing diatur 
dengan f’cratiinm 
Pcincrinlah.

Pasal 27 ayat 8

Kctcntuim Icbih lanjui 
nicngenai tala eara 
proses c\ aluasi 
kompetensi bagi 
Pcrawal vvurga negara 
Indonesia luliisan hiar 
nogen .scbagainiima 
diniak.sud pada a>at (I) 
diatur dengan 
Peraturan Mculcri.

Pasal 28 ayat 5

KotciiUian lohih lanjui 
mongcnai kebuiuhan 
pelayanan kesehaian 
dan/alau Kcperawalan 
dalam siialii vvjla>ah 
sobagaimana dimaksud 
pada ayal (4) dialur 
dengan Peraturan 
Menteri

Pasal34

Ketenluan lebih lanjut 
inengenai tugas dan 
vvevvenang Porawal 
diatur dengan 
Peraturan Menteri

Pasal 35

Ketenluan lebih lanjut 
nicngenai keadaaii 
danirat .sebagaimana 
dinuiksiid pada ayat(l) 
diatur dengan 
Peraturan Menteri.

Pa.SiiI 3'> ayat 2

Keientuan lebili lanjut 
nicngenai rahasia 
kcsclialan Klien diatur 
dalam Peraturan

izin Dan 
Penyelenggaraan 
Praklik Perawat

Peraturan 
Menteri No. 25 
Tahun 2014 
lentang Jabatan 
Fungsional 
Perawat dan 
Angka 
Kreditnva

Peraturan 
Menteri 
Kesehatan No. 
10 Tahun 2015 
lentang Slandar 
Pelayanan 
Keperauatan Di 
Rumah Sakit 
Khusus

Peraturan 
Menlcn 
Ke.schatan No. 
161 Tahun 2010 
tentaiig 
Rcgisirasi 
Tenaga 
Kesehatan

Helum dilotapkun: 
Herda-sarkan penelusiiran 
terakhir dalam situs 
seineg.go id dan 
hltp/.lntkorkemke.sgo.td 
/hukor/seareh yang 
diakses pada tanggal 14 
Aguslus 201S Piikul 
09.33 Win

Peraturan Menteri 
Pcndayaguiuian Aparatur 
Negara Dan Reformasi 
Birukrasi

Peraturan 
Menton 
Kesehatan No. 
66 Tahun 2016 
lentang 
Kcsclamatan 
dan Kc.schataii 
Kerja Rumah 
Sakit

Peraturan
Menteri
Kesehaian No 1 
Taiiun 2015 
tentang Da Oar 
Inf'omiasi Yang

of3 10/19/2018. 8:31 AM
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12.

13

14.

Mcntcri,

ra.s:il52 ay:i( j

Kcteiiuian Ichih lanjui 
mcnaciwi susiinan 
organisasi. 
pcngangkutun. 
pcmbcrticiiliaii, dan 
kcanggutaan Konsil 
Kc|K^lH^atan dialiir 
dengaii Peraliiran 
Prcsidcn.

Pasal 57

Kclcntuan lobih lanjui 
mcngonai panbinaan 
dan pongavvas:ui 
I’raklik KcpcrawaUin 
\;mg dilakiikan oloh 
Pcmcnntah.
Fcmcnnlali Dacrah. 
Konsil Kepcrawiitan, 
dan Orgamsasi Profcsi 
schauaimana dimaksud 
pada Pasal 55 diaiur 
dalam Pcraliiran 
Mciileri.

Pasal 5<S aval 3

Kclciiliian Icbih lanjut 
mcngonai tala caia 
pciigonaan .sanksi 
administratif 
scbagaiinaaa dimaksud 
pada ayal (2) diaiur 
dcngan Pcraturan 
Pemcriutali.

Pcraluran
Presidcn
No. 90
Tnhun
2017
icntiing
Konsil
I'cnaga
Koschaiun
Indonesia

Dikccualikan Di 
Liiigkungan 
Kementcrian 
Kesdiaian

Pcraluran 
Mcnicn 
Kcsehaian No 
02.02 Taiuin 
2010 icnlang 
I/in dan
Pcnyclenggiiraan 
Prakiik Perav\at

Beium ditctapkan 
Bcrdiisarkan penelusuran 
tcrakhir dalam siliis 
scincg.go.id dan 
hup//hukorkcmkcs.go.id 
/hukor/soarch \ ang 
dtakses pada langgal 14 
Agu-sius 2018 I*ukul 
09.36 VVIB

» of 3 10'19/2018. 8:31 AM



TATA CARA MASUK KE APLIKASI SISTEM INFORMASI 

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG (SIPANLAK UU)
SEBAGAI ADMIN

1. Setelah login lewat htfns://nortal.dnr.go.id/ masuk ke daftar aplikasi dan memilih 
Akun “puspanlakuu (super),,

m » =
^ortol Sa>U#o OM

U SETJEN DPR SIPP BERUBPH

ill .mh

{4 *»pin

O lap-M9u«l;

Q w!s«»«;
■ pinpMMuu ' tup" 

&> '
3 i^iM

ttm guv*.

A -

5
f*

o urv

O •w* Ckvm X

n nWVHHUU
IdorVi S44tt» tvrMa WT *'«aTi« >wtun« jvnjrii

piaouMiMMI
naiuMaa«XABsiui«aKAMmu

oMiweaiaLi
ft£V. tv '«)V6* 4.vrv*u«F> » DW4 VL

6>»ne»i«jr sa^ h**^*'  ̂b^t4i(

a a
SO ■ c# ~g

»9 OW'D.

aoft

ta^

’) 9 . Q

2. Selanjutnya Klik “Menu” -> “Pemantauan Peraturan Pelaksanaan” -> “Daftar 
Undang-Undang”

I* □ »

n o B> a ■ ril Q



3. Set “Periode” (Tahun) -> Pilih Undang-Undang (Contoh UU Nomor 6 Tahun 2018 
tentang KEKARANTINAAN KESEHATAN) -> Klik “Edit”

c a
0 jui Pe'tbMfA A >tiu .vi« X

© a «\ » =

Daftar Pemantauan Peraturan Pefaksanaan UU

tit 62S7 KtWTVXUll WITttA >0<(tS>ri«l«n*K 
tectcsw MH I’fWttiri*' ecfjtcx rCKA, TtNTA'r, <BUA 
tA»u 311£«« ruwicnT TX

> nc «n«jc 0* w(v«ui uc rx 
.'iOvf«x«<t c» ’X imaLX iXOC't ONcnwBuncnii

OMt-Hlt la exw nbWXHTMtW OSEtWlAM

rx"CL<rfl.i.j»it9 5i;it

II Oft »18 tl

15-JSlo;* e

e

HatoAiejn «ai '.i J<«J r««itjr0
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»fi **ryr^
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>ire«^ coir

crvir

4, Klik“Tambah Perlak”
PfmMHAJin X A >•»* rft-Ai X
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5. Pada bagian Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan, Isi 
“Pasal” “Ayat” “Angka/HuruF’ “Ayat” Pilih Status Amanat 
(Mengamanatkan/ Tidak Mengamanatkan) Pilih Bentuk -> Isi “No.” “Tahun” 

“Tentang” Isi “Keterangan” Terakhir “Simpan”
■ Ul-** M/'v" V rt ■. I

H\ m »cc'ac.ia

na y ey.ail4i)jatjanajlliB><tew'ittifc!tQMLfeit!HBaJ!aitewi‘ui

Ul »»no*aM t>MHumiBIMtfMUB>/riQ>aa
:1 StabnUunitS ; . . ~ nD*< MeiC-Wwrwul

Mum

TtutauQ

BUT I hXM



TATA CARA MASUK KE APLIKASI SISTEM INFORMASI 

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG (SIPANLAK UU)
SEBAGAI PENGUNJUNG

1. Masuk ke hlti)://i)usi);uil:ikiiii.ili)i-.<jo.itl, A PUih SIPANLAK UU

<? a
Punt frvfURtjum

PUSAT PEIUNTAUAN PQAKSANAAM 
Bc.' UNOANG • UNOANG 
< BAD AN KEAHUAN OPR Rl

n\ m » =

TENTAKQ KAMI - PROPIl • PROOUK - IIPENaRAJIN UU

R«Kaptuiisi UU osn 
Peila'i Pma Komsi 
»orr»« can Basan 
ATiggaranOPPRi

Has: ft manai^ uu aan 
Penaa P»3a Kom<ji- 
Hanoi 03.1 Bftdari 
AraoAian 3PPt«

PtmimaiAP Ptralutar 0

ORGAN

2. Untuk melihat Rekapitulasi UU Berdasarkan Tahun Klik kiRekapitulasi UU 
Berdasarkan Tahun” pada “SIPANLAK UU”

» Opr go 4 .e* a
MO aSRANOA TENTAHOKAMI - PROPIL - PMOOUK ■ tIPtNCRAJIK UU

... Q i-

^ tIRANlAK UU e

u\ a » H

Rekapitulasi UU Berdasarkan Tahun 
(Tahun 1958 s/d 2010)

0 y'

■>s'. c* -“A. «*%y4-\'A , ki
Ar • - if-vit'... -

' 'BAftUIMBOMNMI

1": ■ H H VR VM « lS 11 .y.ii
1 sots 2 1 0 0 1 0 0 1 a 1 9 ! 3 1 0 1 2 1 1 9

2 20'»
1

5 2 0 e 2 j 1 1 ! 9 1 2 1 3 18

i
1

2016 S 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 4 2 20

i ; 301? 5 4 1 0 0 0 ' 0 0 0 0 1 "i~ 3 14

s 3014 6 10 T 4 1 1 4 ! t 2 3 0 1 1 3 43

s 2013 t 13 1 3 0 0 0 1 0 ~ 3 24

r 2012 7 9 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 3 24

i 2011 1 2 s 0 3 3 0 j 3 f 0 ! 4 3 24

« 2010 2 1 3 1 a a 0 j 0 0 2 0 4 13

IP 3000 0 i 8 s 4 1 1 1 2 2 3 3 i 6 4 82

1' 2000 $ 37 2 i 0 2 1 0 j \ 0 0 3 2 86

J 37 3 1 ! !1 1 J ~~ , ___ 1____1 __ C!__ 1 ^ _________________2________________ i _______ i&_______

Bi e m A s> ^ e :■ 1a rf- ^ A H .

(Tampilan Rekapitulasi UU Berdasarkan Tahun Klik “Rekapitulasi UU Berdasarkan Tahun)



3. Untuk melihat Rekapitulasi UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan 
Anggaran DPR RI Klik ^^Rekapitulasi UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan 
Badan Anggaran DPR RI” pada “SIPANLAK UU”

c? iSt it *\ O ^> =

Rekapitulasi UU dan Perlak Pada Komisi-komisi dan Badan Anggaran OPR RI 

(Tahun 1956 s/d 2018)
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(1ft0ftL«20tfi) ui 17 Ti SI 81

fbcnsnr
C1MW701C)

1
5 3$ 28 2

KcnsiV 1
ao ;

1
a ! 14 18 «

MraiVi
OMSM2017)

■u 6 29 26 I
IT96S&4 2017)

1
ft j 9 11

1
1 8

■ Kom >1 t
4 o cj 1^
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(Tampilan Rekapitulasi UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR RI)

4. Untuk melihat Hasil Pemantauan UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan 
Anggaran DPR RI Klik “Hasil Pemantauan UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi 
dan Badan Anggaran DPR RI” pada “SIPANLAK UU”

• > gp.xt ® * ii\ 0 » =

Hasii Pemantauan UU dan Perlak UU Pada Kormsi-komisi dan Badan Anggaran OPR RI 

(Tahun 1958 s/d 2018)

OnfiK HasS Pwwantauan UU am Pwtak UU
F-jda Konv^^-Xoimsi ddn Badan Anggaran OPR Ri

•(VTWilillU

1 ;'3r4 ^1

•svnt.'V('»4nJ9I5

• eov»i V i’J6' fc» JS'ti

m ti D ,a ci

(Tampilan Hasil Pemantauan UU dan Perlak Pada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR RI)



5, Untuk melihat Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU Klik “Pemantauan 
Peraturan Pelaksanaan UU” dan Pilih Komisi (Contoh Komisi IX) pada 
“SIPANLAK UU” Selanjutnya tampilan akan di ulinkn kepada website 
www.dnr.go.id pada halaman Undang-Undang- Komisi

t X IK X. ' &tt'rwwn*r

... p; c. fl\ 0 » =

i
Undang-Undang - Komisi IX

1MCCM.NO M3MO* nXlANT.
PfNCI-SAHOJ

0»n» #Kn* XI<(AaANU<uMMK£«>M»W

IDCMI13

ISIIUM
(MTFUPKAMI
8»raAP1CAM]

RXtAlli

KomWiX 
O^ltn Ar^r^-i 
fafUant

WomSNctiat

ftahsui

MnrorUi

Kmk

GMFmo

*' -tv ^

6. Pilih Undang-Undang (Contoh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang 
Keperawatan
a. Untuk melihat Detail Klik ‘^[DETAIL)'

4 >*k'v»J^vv d'IS ^

o ^ o -c- im □ » =

jtc»CLrsat«c-naiANG T.Oi'CCAL PSNCESAH-W, LE.\lB.VB.tS' MCARA 
(L.V). T-AMBAiiOi LLUBARA.V NEGAJU (TL'T)

KEIEK.ASCA.X

Uatef-Uwiaa} 3<cacr ys TaIm 
2914 MUM K<3<ssnaa»

DiMhkanpadsiaotjil i'Okwb«r20<4 LXXq $0’. TLN 
So.«!2

Mmcinusadua:
?a»atu ?*rn<T70t»Fi 0 PaulV > PenorJoPimWad I

riinni'Miiiii II firmtl >?g»Bna.HiMin Kml»—

T*UB liimapfcaa:
I Ptiarwui Ptoidre (1 Paul). 1 PaanneM(Bicn(2Paaal). tPoMoa 
Medal Kewfeaup d Pani)

Betoa JinuiFha*:
} Pmujs PesDoBK^ d Paul), 0 Puaaeau Pmdes lO Pitali, 0 
PteaBrn Meem (0 Paul), i PnamMcomKei^MaBO Paul)

Rl ^ e O

(Tampilan DETAIL Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan)

http://www.dnr.go.id


b. Untuk melihat Perlak Klik “[PERLAK]”

e fit - 13 Sr IDV □ » =

so PAiAL <t AYAT Y.4>C PERAmU.\ PELAKSANAAN IT
TERiurr
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pp FERPRXS

KEPKES
PERUEN > ICEPMEN PERATVRAN

PERl'NOAVC-
ITaDANCAN

LAINM-A

t Pan44i7M3

SopBBm Jctab iacjw swsytab.^taa 
Pcmaat »fcig»imB» Aeaaiaid jeada 1931:
0 } doa ayat Ci dura deqpa Pfrauae 
Monm

Pcfacuus Mraen
Etifbaf 1 No to Titea 
lOlfiKsnuf 
PesiTie)((ana 
?dm>aaa AiMtn Tmifa
KftBhWan

1 IXNo 
>63009
mraii
KcvbMB

3-l.TJNo

PaniPajatt

Ssnuas >ciiY tai>ur afttyna
Swu^anun ruxijut Pataraoai Xodncui 
luia^s %ais3S Pcsdnitua <tawt Jra^iu 
PesattnaiK \irKctr vac; I
rauR ;«is4»csatau ib tacaKg yfzubAdan 
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(Tampilan PERLAK Undang-Undang Noraor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan)

c. Untuk melihat Perlak yang belum ditetapkan Klik “[BELUM DITETAPKAN]”

C? • arge^o - © 6 • «\ 0 » =

SO PASAL * A'HXt VVSC 
BmSOAKX.AME'n BSNOC« 
PUunr&AN rujoaciu.v
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PP PtXPRES
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LAtSWA

I PmI U
Ilcvrium aseofeibA taco ^uu.'sap **"-*»»
SMhanvn  ̂AdW icifaA ?GistH 3s ^ ^Ai2 
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PnalM sadY
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TABELI

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG 
BIDANG KOMISIIX (KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN)

TAHUN 2008 S.D 2018

NO JUDUL UNDANG-UNDANG

TANGGAL 
PENGESAHAN, 

LEMBARAN 
NEGARA (LN), DAN 

TAMBAHAN 
LEMBARAN 

NEGARA (TLN)

STATUS KETERANGAN

TAHUN 2008
NIHIL

TAHUN 2009
1. Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan
Disahkan pada tanggal 
13 Oktober 2009 LN 
No 144 , dan TLN No. 
5063

Mencabut
UU No. 23 Tahun 1992 
tentang Kesehatan

1. Putusan MK No 
34/PUU-VIII/2010 
menyatakan Kata “dapat” 
dalam Penjelasan Pasal 114 
UU Kesehatan bertentangan 
dengan UUD NRI 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat, sehingga 
Penjelasan Pasal 114 UU 
Kesehatan selengkapnya 
menjadi, “Yang dimaksud

Mengamanatkan:
28 PP, 2 Perpres, 18 Permen, 5 
Peratuan Perundang-undangan

Telah ditetapkan:
18 PP, 1 Perpres, 18 Permen, 4 
Peratuan Perundang-undangan

Belum ditetapkan:
10 PP. 1 Perpres, 
Perundang-undangan

1 Peratuan

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI IX TAHUN 2008 S.D 2018 
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN.KEAHLIAN DPR Rl

ii



NO JUDUL UNDANG-UNDANG

TANGGAL 
PENGESAHAN, 

LEMBARAN 
NEGARA (LN). DAN 

TAMBAHAN 
LEMBARAN 

NEGARA (TLN)

STATUS KETERANGAN

dengan ’’peringatan
kesehatan’* dalam ketentuan 
ini adalah tuiisan yang jeias 
dan mudah terbaca dan 
disertai gambar atau bentuk 
lainnya”;dan Frasa
“berbentuk gambar” dalam 
Pasai 199 ayat (1) UU 
Kesehatan bertentangan 
dengan UUD NRi 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat.

2. Putusan MK No. 
57/PUU-IX/2011 menyatakan 
Kata “dapat” dalam 
Penjelasan Pasai 115 ayat 
(1) UU Kesehatan 
bertentangan dengan UUD 
NRI Tahun 1945 dan tidak 
memiliki kekuatan hukum 
mengikat.”

3. Putusan MK No. 12/
PUU - Viil / 2010

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISIIX TAHUN 2008 S.D 2018 
PUSAT PEiyiANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN.KEAHLIAN DPR Rl



NO JUDUL UNDANG-UNDANG

TANGGAL 
PENGESAHAN, 

LEMBARAN 
NEGARA (LN), DAN 

TAMBAHAN 
LEMBARAN 

NEGARA (TLN)

STATUS KETERANGAN

menyatakan Pasal 108 ayat 
(1) UU No. 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan
sepanjang kalimat,
Hams dilakukan oleh 
tenaga kesehatan yang 
mempunyai keahlian dan 
kewenangan sesuai dengan 
peraturan perundang-
undangan” bertentangnan 
dengan UUD 1945 dan tidan 
mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai bahwa 
tenaga kersehatan tersebut 
adalah tenaga kefarmasian, 
dan dalam hal tidak ada 
tenaga kefarmasian, tenaga 
kesehatan tertentu dapat 
melakukan praktik
kefarmasian secara
terbatas, antara lain, dokter 
dan/atau dokter gigi, bisan, 
dan perawat yang 
melakukan tugasnya dalam

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISIIX TAHUN 2008 S.D 2018 
PUSAT PEiyiANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN, KEAHLIAN DPR Rl



NO JUDUL UNDANG-UNDANG

TANGGAL 
PENGESAHAN, 

LEMBARAN 
NEGARA (LN), DAN 

TAMBAHAN 
LEMBARAN 

NEGARA (TLN)

STATUS KETERANGAN

keadaan darurat yang 
mengancam keselamatan 
jiwa dan diperlukan 
tindakan medis segera 
untuk menyelamatkan
pasien;

2. Undang-Undang Nomor 44 
Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit

Disahkan pada 28 
Oktober 2009 LN No. 
153 TLN No. 5072

Putusan MK No. 38/PUU - 
XI/2013 menyatakan Pasal 
7 ayat (4) UU No 44 Tahun 
2009 tentang Rumah Sakit 
bertentangan dengan UUD 
NRI 1945 dan tidak 
memiliki kekuatan hukum 
mengikat, sepanjang tidak 
dimaknai “Rumah Sakit 
yang didirikan oleh swasta 
seagaimana yang
dimaksud pada ayat (2) 
hams berbentuk badan 
hukum yang kegiatan 
usahanya hanya bergerak 
di bidang perumahsakitan, 
kecuaii rumah sakit public 
yang diselenggarakan oleh

Mengamanatkan:
4 PP. 1 Perpres, 15 Permen, 2 
peraturan peundang-undangan

Telah ditetapkan:
2 PP, 1 Perpres, 15 Permen, 2 
peraturan peundang-undangan

Belum ditetapkan:
2 PP

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISIIX TAHUN 2008 S.D 2018 
PUSAT PEiyiANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN. KEAHLIAN DPR Rl



NO JUDUL UNDANG-UNDANG

TANGGAL 
PENGESAHAN, 

LEMBARAN 
NEGARA (LN), DAN 

TAMBAHAN 
LEMBARAN 

NEGARA (TLN)

STATUS KETERANGAN

badan hukum yang bersifat 
nirlaba”,

3. Undang-Undang Nomor 52 
Tahun 2009 tentang 
Perkembangan Kependudukan 
Dan Pembangunan Keluarga

Disahkan pada 29 
Oktober 2009 LN No. 
161 TLN No. 5080

Mencabut:
UU No. 10 Tahun 1992 
tentang Perkembangan 
Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga 
Sejahtera

Mengamanatkan:
10 PP, 2 Perpres, 2 Permen, 3 
Perda

Telah ditetapkan;
10 PP, 2 Perpres, 2 Permen, 3 
Perda

TAHUN 2010
NIHIL

* TAHUN 2011
Undang-Undang Nomor 24 Disahkan pada 25 Mencabut Mengamanatkan:
Tahun 2011 tentang Badan November 2011 LN No. UU No. 3 Tahun 1992 9 PP, 7 Perpres
Penyelenggara Jaminan Sosial 116 TLN No. 5256 tentang Jaminan 

Tenaga Kerja
Sosial

Telah ditetapkan:
8 PP, 7 Perpres

Putusan MK
82/PUU-X/2012

No
Beium ditetapkan:

menyatakan Pasai 15 ayat 
(1) UU No. 24 Tahun 2011

1 PP

tentang Badan
1 Penyelenggara Jaminan

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISIIX TAHUN 2008 S.D 2018 
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHUAN DPR Rl



NO JUDUL UNDANG-UNDANG

TANGGAL 
PENGESAHAN, 

LEMBARAN 
NEGARA (LN), DAN 

TAMBAHAN 
LEMBARAN 

NEGARA (TLN)

STATUS

Sosial yang menyatakan
"Pemberi kerja secara 
bertahap wajib
mendaftarkan dirinya dan 
pekerjanya sebagai
peserta kepada Badan 
Penyelenggara Jaminan 
Sosial, sesuai dengan 
program sosial yang 
diikuti" bertentangan 
dengan UUD 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat jika 
dimaknai meniadakan hak 
pekerja untuk
mendaftarkan diri sebagai 
peserta program jaminan 
sosial atas tanggungan 
pemberi kerja apabila 
pemberi kerja telah nyata- 
nyata tidak mendaftarkan 
pekerjanya pada Badan 
Penyelenggara Jaminan 
Sosial.

KETERANGAN

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISIIX TAHUN 2008 S.D 2018 
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NO JUDUL UNDANG-UNDANG

TANGGAL 
PENGESAHAN, 

LEMBARAN 
NEGARA (LN), DAN STATUS

TAMBAHAN 
LEMBARAN 

NEGARA (TLN)
TAHUN 2012

NIHIL
TAHUN 2013

Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2013 tentang Pendidikan 
Kedokteran

Disahkan pada 06 
Agustus 2013 LN No. 
132 TLN No. 5434

TAHUN 2014
Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2014 Tentang Kesehatan 
Jiwa

Disahkan pada tanggal 
07 Agustus 2014 LN 
No. 185. dan TLN No. 
5571

KETERANGAN

Mengamanatkan:
4 PP, 12 Permen

Telah ditetapkan: 
4 PP, 12 Permen

Mengamanatkan:
6 PP, 1 Perpres, 4 Permen

Telah ditetapkan:
5 PP. 1 Perpres. 3 Permen

Belum ditetapkan:
1 PP, 1 Permen

2. Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2014 Tentang Tenaga 
Kesehatan

Disahkan pada tanggal 
17 Oktober 2014 LN 
No. 298 , dan TLN No. 
5607

Sekretariat Konsil
Kedokteran menjadi
Sekretariat Konsil Tenaga 
Kesehatan

Putusan MK 
82/PUU-XIII/2015

No

Mengamanatkan:
11 PP, 1 Perpres, 17 Permen

Telah ditetapkan:
9 PP, 16 Permen

Belum ditetapkan:

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISIIX TAHUN 2008 S.D 2018 
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR Rl
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NO JUDUL UNDANG-UNDANG

TANGGAL 
PENGESAHAN, 

LEMBARAN 
NEGARA (LN), DAN 

TAWIBAHAN 
LEMBARAN 

NEGARA (TLN)

STATUS KETERANGAN

menyatakan Pasal 11 ayat 
(1) , Pasal 90, dan Pasal 94 
UU No. 36 Tahun 2014 
tentang Tenaga Kesehatan 
bertentangan dengan UUD 
1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat

2 PP, 1 Perpres. 2 Permen

3. Undang-Undang Nomor 38 
Tahun 2014 Tentang
Keperawatan

Disahkan pada tanggal 
17 Oktober 2014 LN 
No. 307 . dan TLN No. 
5612

Mengamanatkan:
3 PP, 1 Perpres, 10 Permen

Telah ditetapkan:
1 PP, 9 Permen, 1 Perpres

Belum ditetapkan:
2 PP, 1 Permen

TAHUN 2015
NIHIL

TAHUN 2016
Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2016 Tentang
Pengesahan Maritime Labour 
Convention 2006 (Pengesahan 
Konvensi Tenaga Kerja Maritim)

Disahkan pada tanggal 
6 Oktober 2016 LN No. 
193 , dan TLN No. 
5931

TAHUN

Tidak mengamanatkan
Peraturan Pelaksanaan

Nomor 18 | Disahkan pada tanggal Mengamanatkan:

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISIIX TAHUN 2008 S.D 2018 
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NO JUDUL UNDANG-UNDANG

TANGGAL 
PENGESAHAN, 

LEMBARAN 
NEGARA (LN), DAN 

TAMBAHAN 
LEMBARAN 

NEGARA (TLN)

STATUS KETERANGAN

Tahun 2017 Tentang
Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia

22 November 2017 LN 
No. 242, dan TLN No. 
6141

11 PP, 2 Perpres. 12 Permen

Belum ditetapkan:
11 PP, 2 Perpres, 12 Permen

1. Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2018 Tentang
Kepalangmerahan

Disahkan pada tanggal
9 Januari 2018 LN No. 
4. dan TLN No. 6180

Mengamanatkan:
2 PP

Belum ditetapkan:
2 PP

2. Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2018 Tentang
Kekarantinaan Kesehatan

Disahkan pada tanggal 
7 Agustus 2018 LN No. 
128, dan TLN No. 6236

Mencabut
1. UU No. 1 Tahun 1962 

tentang Karantina Laut
2. UU No. 2 Tahun 1962 

tentang Karantina Udara

Mengamanatkan:
5 PP, 13 Permen

Belum ditetapkan:
5 PP, 13 Permen

DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISIIX TAHUN 2008 S.D 2018 
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR Rl
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TABEL II

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN 
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA 

(TANGGAL 07 Agustus 2014; L.N.R.I NOMOR 185; T.N.R.I NOMOR 5571)

NO

PASAL & AY AT 
YANG

DITINDAKLANJUTI
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-

UNDANG
TERKAIT

KETERANGAN
DENGAN

PERATURAN
PELAKSANAAN

PP PERPRES/ 
KEPRES

PERMEN / 
KEPMEN

PERATURAN 
PERUNDANG- 

UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 5 ayat (3)

(3) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai
koordinasi 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) diatur dengan 
Peraturan Presiden.

Perpres No. 35 
Tahun 2015
Tentang 
Kementerian 
Kesehatan

2. Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai 
penyelenggaraan 
upaya promotif diatur 
dalam Peraturan
Pemerintah.

PP No. 47 
Tahun 2016
Tentang
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan

3. Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut
mengenai
penyelenggaraan

PP No. 47 
Tahun 2016
Tentang
Fasilitas
Pelayanan

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISIIX TAHUN 2008 S.D 2018 
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NO

PASAL & AY AT 
YANG

DITINDAKLANJUTI
DENGAN

PERATURAN
PELAKSANAAN

PERATURAN PELAKSANAAN

PP PERPRES/ 
KEPRES

PERMEN/ 
KEPMEN

PERATURAN 
PERUNDANG- 

UNDANGAN LAINNYA
upaya preventif diatur 
dalam Peraturan
Pemerintah.

Kesehatan

4. Pasal 23 ayat (4)

(4) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai
penatalaksanaan
ODGJ dengan cara 
lain di luar ilmu 
kedokteran diatur
dengan Peraturan
Menteri.

Peraturan Menteri 
Kesehatan No.57 
Tahun 2017
tentang
Penanggulangan 
Pemasungan Pada 
Orang Dengan
Gangguan Jiwa

5. Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
penyelenggaraan 
upaya kuratif diatur 
dalam Peraturan

i Pemerintah.

PP No. 46 
Tahun 2014
Tentang Sistem 
Informasi 
Kesehatan

6. Pasal32

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
penyelenggaraan 
upaya rehabilitatif
diatur dalam
Peraturan

UNDANG-
UNDANG
TERKAIT

KETERANGAN

Keputusan menteri 
kesehatan nomor hk 
02.02/menkes/52/2015 
tentang Rencana 
Strategis Kementerian 
Kesehatan Tahun 
2015-2019

Belum ditetepkan

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISIIX TAHUN 2008 S.D 2018 
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NO

7.

8.

PASAL & AY AT 
YANG

DITINDAKLANJUTI
DENGAN

PERATURAN
PELAKSANAAN

Pemerintah.

9,

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai 
perencanaan, 
pengadaan dan 
peningkatan mutu, 
penempatan dan 
pendayagunaan, 
serta pembinaan 
sumber daya
manusia di bidang 
Kesehatan Jiwa 
diatur dalam
Peraturan 
Pemerintah.
Pasal51

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai perizinan 
dan persyaratan 
fasilitas pelayanan 
kesehatan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan 
Peraturan Menteri.
Pasal 59 ayat (2)

PERATURAN PELAKSANAAN

PP PERPRES/ 
KEPRES

PP No. 47

PERMEN/ 
KEPMEN

Permenkes No. 39 
Tahun 2016 
Tentang Pedoman 
Penyeienggaraan 
Program Indonesia 
Sehat Dengan 
Pendekatan 
Keluarga

Permenkes No. 
028/Menkes/Per/l/ 
2011 Tentang 
Kiinik

PERATURAN 
PERUNDANG- 

UNDANGAN LAiNNYA

UNDANG-
UNDANG
TERKAIT

KETERANGAN

Permenkes No. 39 
Tahun 2016 Tentang 
Pedoman 
Penyeienggaraan
Program
Sehat
Pendekatan 
mengatur 
Pasal 44 
Pasal 44

Indonesia
Dengan

Keluarga
substansi
meskipun

tidak
mengamanatkan 
Peraturan Menteri.

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISIIX TAHUN 2008 S.D 2018 
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NO

10.

PASAL & AY AT 
YANG

DITINDAKLANJUTI
DENGAN

PERATURAN
PELAKSANAAN

(1) Pemerintah 
bertanggung jawab 
untuk melakukan 
pengawasan 
terhadap fasilitas 
pelayanan di luar 
sektor kesehatan dan 
fasilitas pelayanan 
berbasis masyarakat.
(2) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
pengawasan 
terhadap fasilitas 
pelayanan di luar 
sektor kesehatan dan 
fasilitas pelayanan 
berbasis masyarakat 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) diatur dalam 
Peraturan 
Pemerintah.
Pasal 73 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pedoman 
pemeriksaan 
Kesehatan Jiwa untuk 
kepentingan hukum

PERATURAN PELAKSANAAN

PP

Tahun 2016
Tentang
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan

PERPRES/ 
KEPRES

PERMEN / 
KEPMEN

Permenkes No. 77 
Tahun 2015 
Tentang Pedoman 
Pemeriksaan 
Kesehatan Jiwa 
Untuk Kepentingan 
Penegakan Hukum

PERATURAN 
PERUNDANG- 

UNDANGAN LAINNYA

UNDANG-
UNDANG
TERKAIT

KETERANGAN

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISIIX TAHUN 2008 S.D 2018 
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NO

PASAL & AY AT 
YANG

DITINDAKLANJUTI
DENGAN

PERATURAN
PELAKSANAAN

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG
TERKAIT

PP
PERPRES/ 

KEPRES
PERMEN / 
KEPMEN

PERATURAN
PERUNDANG- 

UNDANGAN LAINNYA
diatur dengan
Peraturan Menteri.

11. Pasal 74 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pedoman 
pemeriksaan 
Kesehatan Jiwa untuk 
kepentingan 
pekerjaan atau
jabatan tertentu diatur 
dengan Peraturan
Menteri.

Permenkes No. 77
Tahun 2015
Tentang Pedoman 
Pemeriksaan 
Kesehatan Jiwa 
Untuk Kepentingan 
Penegakan Hukum

KETERANGAN

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISIIX TAHUN 2008 S.D 2018 
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR Rl



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHUAN 

DEWAN PERWAKiLAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE ; www.dpr.go.id

Nomor
Sifat
Derajat
Lampiran
Perihal

171/PUSPANLAK lMJ/8/2018 
Biasa 
Segera 

(satii) IbF 
UndanganRapat

Jakarta,, t4 Agustus 2018

Yth.
Daftar Nama Terlampir 
Jak arta

Dengan* hormat, kami bentabukan bahwa Pusat Pemantaoan Pelaksanaan 
U'ndang-Undang Badan KeabHan. DPR akan mengadlakan Rapat Datarn- 
Kantor di Luar Jam Kerja mengenai^ Pembahasan Aktualisasi' PeNiban 
Dasar Galon. Pegawah Negeri Sipil PUSPANLAK tdlJ, yang akan 

dilaksanakan pada

Harii / tanggal'
Waktu
Acara

Tempad;

Rabu. 15 Agtistus; 20'1S 
PUkuH 16.30's.d 19.30'WliB 
Pembahasan AktuaHsasii Pelatihan* Dasar Caibn. 
P'egawaii fJtegeFii Sipii1 POSPAMLAK tLHU 

: Ruang Rapat Pusat Pamantauan- Pelbksanaaini Undang- 
Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat JenderaJ' DPR Rl

Mengingat pentingnya acara tersebut,, kami* mengihafapkaa kebadiran 
Saudara tepat pada waktunya.

Atas peFbatiannya, kamii ucapkan terima kasib.

Kapus Panlak U'nd'angrUndang.

Rudi Roch nans^/aih■ S.H.. M.l
NIP. 1969(5213' 199302 1 001

http://www.dpr.go.id


SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLiK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SU3ROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor
Sifat
Derajat
Lampiran
Hal

746/BK/10/2018 
Biasa 
Segera 
1 (satu) Ibr 
Undangan Rapat

Jakarta. 15 Oktober 2018

Yth.
Daftar Nama Terlampir 

JAKARTA

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang akan mengadakan rapat mengenai Aplikasi Sistem Informasi 

Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang untuk program Quick Wins 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Rabu. 17 Oktober 2018

Waktu : Pukul 13.30 WIB - Selesai

Acara : Uji coba Aplikasi Sistem Informasi Peraturan Pelaksanaan

Undang-undang (SIPANLAK UU)

Tempat : Ruang Rapat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang lt.6

Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharap kehadiran Saudara tepat 

pada waktunya.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak UU,

Rudi Roch mansvah. S.H..M.H.
NIP: 196' 1012 199302 1001

http://www.dpr.go.id


DAFTAR UNDANGAN:

NO.
NAMA

1 JABATAN
1
}

[. Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. Kepala Pusat Panlak Undang_undang

2. Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,M.Si. Kepala Pusat Kajian Anggaran

3. M. Dimyati Sudja, S.Sos.M.Si Kepala Biro Persidangan I

4. Ignatius Bambang Rudi Anto, S.H.,M.H. Inspektur II

5. Dra. Tanti Sumartini, M.Si. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana

6. Poedji Poerwanti, S.H. Analis Kebijakan Pertama

7. Sondang E. Sinaga, S.Kom Pranata Komputer Muda

8. Fartza Emra, S.T.,M.Sc. Pranata Komputer Muda

9. Airlangga Eka Wardhana, S.Kom.M.T.I. Pranata Komputer Muda

10. Erdinal Hendradjaja, ST.M.Sc. Pranata Komputer Muda

11. Bintang Wicaksono Ajie, S.H.,M.H. Analis Hukum

12. Pinanti Mega Dewanti, S.H. Analis Hukum

13. Trisuharto Clinton, S.H. Analis Hukum

14. Mega Irianna Ratu, S.H. Analis Hukum

15. Deny Satya Widjanarko, S.H. Analis Hukum

16. Reza Azhari, S.H.,LLM. Analis Hukum

17. Nur Azizah, S.H.,M.H. Analis Hukum

18. Annisha Putri Andini, S.H., M.H. Analis Hukum
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHUAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 57T5 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925. WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PE MB AH AS AN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CPNS PUSPANLAK lUJ
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal
Pukul
Tempat

Ketua Rapat 
Acara

Rabu, 15 Agustus 2018 
16.30-19.30 WIB
Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

: Rudi Rochmansyah^
: Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan 

Dasar Cal'on Pegawai Negeri^ Sipil Puspanlak UU bersama B'idang 
Data dian Teknologi Informasi

Peserta Rapat :
1. Pranata Computer Mad^a;.
2. Pranata Komputer Mudd;
3. Anal'is Hukura;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPATr

I. PENDAHLLUAN:
Ketua Rapat membuka rapat pada' pukul B 6.30 WIB

IL PEMBAHASAN::
Rancangan Aktualisasi:

a. Putri Ade Norvita San: “home” penginputan dan pengunggahan Kajian, 
Analisis, d'an Evaluasr UU telah slap;

b. Ester Yolanda Friska: “home” penginputan dan pengunggahan daftar perkara 

pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi telah siap;
c. Reza Azhari: “home” penginputan dan. pengunggahan kompilasi undang- 

undang perubahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi telah siap. Namun 

masih ada beberapa perbaikan yang akan dikonsultasikan di luar rapat melalui 
media email dan whatsapp.

d. Nut Azizah: Perbaikan lay out kuesioner dan tampilan hasil dari respon yang 

telah diterima.

http://www.dpr.go.id


e. Bmtang Wicaksono Ajie: Pengajuan Permohonan perbaikan isi serta materi 
muatan pada Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang yang terintegrasi dengan website DPR R1 serta website 

Puspanlak UU. Meminta data pemantauan peraturan pelaksanaan Undang- 
Undang yang sudah ada di dalam sistem dapat langsung dicetak sesuai judul 
Undang-Undang. Selain itu juga meminta BDTI untuk membuat grafik basil 
data pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang dalam tampilan 

website DPR serta Puspanlak UU;
f. Annisha Putri Andini: permohonan akun 4*super” untuk proses manajemen 

website, usulan bentuk kolom pengunggahan serta tampilan pada menu 

“Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi."

III. KESIMPULAN;
Masingrmasing CPNS Analis Hukum sudah bisa langsung melakukan penginputan 

dan pengunggahan produk Puspanlak di Website Puspanlak.

IV. PENUTUP;
RapaC ditutup pada pukul' 19.30 WI®.

Jakarta, 15 Agustus 2018
Mengetahui,
BCepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi RoAmansvah. S.H.. M.H.
NtP. 19690213.199302.1001



Tanggal
Waklu
Tempat
Acara

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASl PELATIHAN DASAR 

CALON PEGAWAINEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Rabu, 15 Agustus 2018 
16:30:00 s.d. 19:30:00

PanIak UU Lt- 6 Ruan8 608 Gd. Setjen DPR RI 
PEMBAHASAN AKTUALISASl PELATIHAN DASAR CALON 
PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO
I.

2.

3.

4.

D.

6.

7.

8.

9.

NAMA
Nunu Nugraha KJiuswara, S.H 
M.H.

Rudi Rochniansyah, S.H., M.H.

Dr. Asep Ahniad Saefuloh, S E 
M.Si.
Endah Sri Lestari, S.H., M.Si.

Dahliya Balinan, S.H., M.H.

Sondang E. Sinaga, S.Kom.

Fariza Emra, S.T., M.Sc.

Airlangga Eka Warhana, 
S.Kom., M.T.I.
Poedji Poerwanti, S.H.. M.H.

NIP
T96106231988031001

196902131993021001

1971091119970031005

197104031996032001

197504202002122002

JAUATAN
Kepala Pusat Data Dan Informasi

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang
Kepala Pusat Kajian Anggaran

Kepala Bidang Data dan Teknologi
Informasi

1.

3.

198001082009121001

198210032009121001

196811032000032004

Pranata Komputer Madya

Pranata Komputer Madya

Analis Kebijakan Pertama

TANDATANGAN

2.

4.

Kepala Subbagian Tata Usaha

196702261995022001 Pranata Komputer Madya



26. PuU-i Ade Noi vita Sari, S.H.,
M.H.

199301192018012002 Analis Hukum 26-4^/ !. Aij;iiriia l -.:ai Ap.dini 199111072018012002 Analis Hukum

2o. Adrian Ajiiinaliman, S.E. 199404062018011003 Penyusun Baban Kebijakan 28.
/.V. Nodia Scptyana 198409022005022001 A.nalis Hukum 29.
JU. JORDAN; iVlRHAMMAD, S.H; 220000Q04 PPNPN 30.
-)l. TRISUHARrO CLINTON, S.H. 220000005 Ipnpn ^ 31.

PINANl I MEGA DEWANTI, 
S.H.

220000006 PPNPN

J_T.

147

iV-R. L..J'_ Jr-. P
DAIvJAYANTI
YUDAKUSIJMA, S.H., M.KN.

220000010 PPNPN \

ivli^GA iRiANNA !<A.TU, S.H., 
MBA,

220000016 PPNPN

JJ. ASr-wA ^AKJJIMA, S.H. 22000019 PPNPN ^ _______

>h. JJUR; i r:A i’- A 
WIDJANARKO, S.H.

22000020 PPNPN ——

j /. DENY GIOVANNO, S.H. 22000021 "PPNPN

35. ENUANG SULISTYORINI,
S.H., M.KN.

22000022 PPNPN

JV. ANISHA KAHMASARI, S.H. 22000023 PPNPN “

40. YODIA SURYA NUGRAHA, 
S.H.

22000024 PPNPN ~
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41. JUAN FERY SITUMORANG, 
S.H.

22000025 PPNPN 41.

42. ANTONIUS SAMTURNIP,
S.H.

22000026 PPNPN

^43. DEDY NURHIDAYAT, S.H., 
M.KN.

22000027 PPNPN 43.

44. RAFNA DEWI TISNASARI,
S.H.

22000028 PPNPN 44;^

4.^. KRIKAMMANIS NOVIARTI 
QORI, S.H.

22000029 PPNPN

46. SULY LEOINasaki 180000086 PPNPN ^ 46.
47. MUAMMAR ICHADAFI 190000064 ^PNPN 47.

• V



SEKRETARJAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN, JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. {021)5715 349 FAX. (021) 5715 423/5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor ;188/PUSPANLAK UU/9/2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran ; 1 (satu) Ibr
Perihal : U'ndangan Rapat

Jakarta, 12 September 2018

Yth.
Daftar P4ama Terlampir 
Jakarta

Dengan- bormat, kami' beritahukan bahwa Pusat Pemantauan- 
Peteksanaan Undangi-Ondang Badiani Keahtian DPR Rl' akan mengadakan 
Rapat KoordSnasi PemaparaTi' Basil' Aktualisasi Pelatihan Dasar CPMS 
PuspanI'ak UU, yang akan. ctilaksanakan^ pacta:

Hiarii / tang,gal!
V!Vaktu
Acara

lempat

Rabu, 12 September 2018 
Pukul' 13.00 s.d 15.00 WIB.
Pemaparaa Basil1 Aktualisasi PeJatihan^ Dasar CPiMIS 

Puspantak UU
: Ruang Rapat Pusat Pemantauan' Peliaksanaan Undangr 
ttndang Lantai' 6 Gediung Sekretariat Jtenctefal1 DPR RH

yengingat peniingnya acara tersebut,, kami' mengbarapkaFi. kebadiran 
Saiiidarai tepat pada waktunya.

Alas perhatiannya, kami' ucapkan terima kasib-.

Kapus Panlak U!ndang-Undang,

Rudi Roch nansvahi. S.H.. M.H,
NIP. 1969C213 19*9302 1 001

http://www.dpr.go.id


SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/ 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOORDINASI PEMAPARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR

CPiNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR Rl

Hari/tanggal'
Pukul
Tempat

Ketua Rapat 
Acara

Rabu, 1(2 September 2018 
15.00-17.30 WIB
Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR Ri, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal' dan Badan Keahlian DPR Rl;

: Rudi Rochmansyah,
: Rapat Koordinasi Pemaparan Hasil Aktualisasi Pelatilian Dasar Calon 

Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Para Analis Hukum

Peseita Rapat :
1. Koordinator Pemantauan Pelaksanaan UU;
2. Analis Hiukum;.

POKOK-POKOK RAPAT::

V. PENDAHULUAN:

Ketua Rapat nnembuka rapat pada pukul 15.00 WIB

VLPEMBAHASAN:

1. Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan Hasil1 Program Aktualisasi 

CPNS di Pusat Pemantauan P'elaksanaan Undang-Undang. Adapun poin-poin yang 

dipaparkan antara lain;

a Reza Aziiari: penginputan dan pengunggahan “Pasal7Ayat Undang-Undang Yang 

Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat melalui Putusan, Maiikamah 

Konstitusi” ini mempakan produk digital dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU 

yang juga menjadi program dal'am rancangan aktualisasi;

b. Putri Ade Norvita Sari; pembuatan “Kajian Singkat dari Buku Kajian', Analisis, 

dan Evaluasi UU” yang juga merupakan produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

UU yang yang dapat diakses dalam Website Puspanlak UU;

c. Ester Yolanda Friska: penginputan dan pengunggahan “Daftar Perkara 

Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi” yang juga merupakan

http://www.dpr.go.id


produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan (JU yang dapat diakses dalam Website 

Puspaniak UU;

d. Nur Azizah: ’Tenjaringan Data dan Informasi tentang Pelaksanaan UUM yang 

juga dapat diakses dalam Website Puspaniak UU;

e. Yosa Jeremia Donovan: “Melaporkan kepada Kapus selaku Mentor bahwa 

seluruh kegiatan rancangan aktualisasi penggunaan Google Docs dalam 

Pen>Tisunan Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU Pariwisata telah 

terlaksana”;

f. Binlang VVicaksono Ajie: “Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang” yang terintegrasi dengan website DPR R1 serta 

website Puspaniak UU sudah dapat diakses. Data pemantauan peraturan 

pelaksanaan Undang-Undang yang sudah ada di dalam sistem sudah dapat 

langsung dicetak sesuai judul Undang-Undang. Grafik hasil data pemantauan 

peraturan pelaksanaan Undang-Undang sudah diunggah dan ditampilkan dalam 

tampilan website DPR Ri serta Puspaniak UU;

g. Annisha Putri Andini; “Digitalisasi Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi” yang juga merupakan produk Puspaniak UU dan 

dapat diakses dalam Website Puspaniak UU.

VII. KESIMPULAN:

1. Reia Azhari: program aktualisasi Latsar disetujui oleh BCepala Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan UU dan agar dapat dilanjutkan ke tahap jangka 

menengah dan jangka panjang;

2. Patri Ade Norvita Sari: program aktualisasi disetujui, namun belum dapat 

ditampilkan di website Puspaniak UU, dikarenakan produk dari program dari 

aktualisasi tersebut adalah sesuatu yang bersifat substantive sehingga untuk 

dapat ditampilkan di Website Puspaniak UU hams betul-betul cermat dalam 

penyusunan kajian singkat dan juga diperlukan persetujuan dari Kepala Badan 

Keahlian DPR RI untuk dapat menampilkan produk kajian singkat tersebut di 

website Puspaniak UU. Sehingga untuk saat ini program aktualisasi latsar hanya 

sampai pada pembuatan ‘‘Home Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU”;

3. Ester Yolanda Friska: program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan UU dan agar dapat dilanjutkan ke tahap jangka 

menengah dan jangka panjang. Dan dalam menguraikan pokok perkara/inti 

masalah hams benar-benar hati-hati dan cermat;



4. Nur Azizah: program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan UU;
5. Yosa Jeremia Donovan: Seluruh kegiatan rancangan aktualisasi penggunaan 

Google Docs dalam Penyusunan Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU 

Parivvisata telah terlaksana;
6. Bintang Wicaksono Ajie; program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU;
7. Annisha Putri Andini: program aktualisasi disetujui, naraun belum dapat 

ditampilkan di website Puspanlak UU, dikarenakan produk dari program dari 
aktualisasi tersebut adalah sesuatu yang bersifat substantive sehingga untuk 

dapat ditampilkan di Website Puspanlak UU harus cermat dalam penyusunan 

Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi”, 
sehingga untuk saat ini program aktualisasi latsar hanya sampai pada pembuatan 

“Home Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi”

VIII. PEIVUTUP:
Rapat diitutup pada pukul 17.30 WIB.

Jakarta, 12 September 2018
Mengetahui,
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochm. uisvah. S.H.. M.H.
NIP.196902 3.199302.1001
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO, JAKARTA 
KOBE POS 10270

TELP (021) 5715349 FAX (021) 5715 423/5715 925 
WEBSITE : www.dpr.go.id

Lapoxan Singkat
Rapat Uji Coba Aplikasi Sistem Informasi 

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang (SIPANLAK UU)

Pusat Pexnantauan Pelaksasaas Undang-Undang

Hari/tanggal
Pukul
Tempat

Ketua Rapat 
Sekretaris Rapat 
Notulen Rapat

Acara

Hadir

Rabu, 17 Oktober 2018 

13.30 WIB s/d 15.30 WIB
Ruang Rapat Puspanlak UU, Lantai 6 Ruang 608,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 
Rudi Rochmansyah, SH., MH.
Dahliya Bahnan, SH., MH.
1. Mega Irianna Ratu, S.H., M.B.A.
2. Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
Uji Coba Aplikasi Sistem Informasi Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang (SIPANLAK UU)
- Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU

- Kepala Pusat Kajian Anggaran
- Kepala Sub Bagian TU Puspanlak UU
- Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan UU

- Pranata Komputer
- Analis Hukum

- Staf Puspanlak UU

I. PENDAHULUAN
Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 13.30 WIB

II. PEMBAHASAN
1. Pemaparan serta Uji Coba tampilan tabel 1 dan 2 Aplikasi Sistem Informasi 

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang (SIPANLAK UU) dalam website 

http: / /puspanlakuu.dpr.go.id/ sebagai tindak lanjut dari pertemuan serah 

terima Aplikasi SIPANLAK UU dari Pusdatin kepada Puspanlak UU.

http://www.dpr.go.id


2. Perubahan tampilan pada menu Undang-Undang dal am SIPANLAK UU pada UU 

yang tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan. Untuk UU yang tidak 

mengamanatkan peraturan pelaksanaan hanya menampilkan pilihan DETAIL 

saja.
3. Pemaparan ApUkasi SIMAS PANLAK serta pembahasan kendala-kendala dalam 

pengimputan responden agar dapat lebih memudahkan responden dalam 

pengimputan kuisioner.
4. Pemaparan Evaluasi UU yang dikabulkan oleh MK, pembahasan kendala- 

kendala dalam kolom input latar belakang, serta perubahan pada tampilannya.

III. KESIMPXJLAN DAN SARAN
Perbaikan sistem oleh BDTI Pusdatin untuk aplikasi SIPANLAK UU dan aktualisasi
latsar CPNS.

IV. PENUTUP
Rapat ditutup pada pukul 15.30 WIB.

Jakarta, 17 0ktober2018 

Kapus Pemantauan Pelaksanaan UU,

Rudi Roc imansvah. SH. MH
NIP. 196« 0213.199302.1001



DAFTAR HADIR
RAP AT KOORDINASI PEMARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal : Rabu, 12 September 2018
Waktu : 13:00:00 s.d. 15:00:00
Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt, 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
Acara : KOORDINASI PEMARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO NAMA NIP JADATAN TANDATANGAN1. Rudi Rochmansyali, S.H., M.H. 196902131993021001 Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang

1.

2. Dahliya Bahnan, S.H., M.H. 197504202002122002 Kepala Subbagian Tata Usaha 2.
3. Poedji Poerwanti, S.H., M.H. 196811032000032004 Analis Kebijakan Pertama

4. Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM 198010162009121001 Perancang Peraturan Perundang- 
Undangan Muda

4.

5. S. Agus Trimarawulan, S.H. 196008031993021001 Penyusun Bahan Kebijakan 5.

6. Samudi 196509101989031002 Pengadministrasi Umum 6.

/. Hariyanto, S.H. 196803011990031004 Penyusun Bahan Kebijakan 7.

8. Memed Sobari 196810091007031003 Pengelola Data 8.
9. Supian, S.E. 196901071997031001 Pengadministrasi Umum 9.



26. MEGA IRIANNA RATU, S.H., MBA 220000016 PPNPN 2%

27. ASKA CARDIMA, S.H. 22000019 PPNPN ——

28. DONNY SATYA WIDJANARKO,
S.H.

22000020 PPNPN -------P------ 00CM

29. DENY GIOVANNO, S.H. 22000021 PPNPN 29.
30. ENDANG SULISTYORINI, S.H., 

M.KN.
22000022 PPNPN

31. ANISHA RAHMASARI, S.H. 22000023 PPNPN 31.
32. YODIA SURYANUGRAHA, S.H. 22000024 PPNPN

33. JUAN EERY SITUMORANG, S.H. 22000025 PPNPN 33.
^

34. ANTONIUS SAMTURNIP, S.H. 22000026 PPNPN

35. DEDY NURHIDAYAT, S.H., M.KN. 22000027 PPNPN 35.
36. RATNA DEWI TISNASARI, S.H. 22000028 PPNPN 36^

37. KRIKAMMANIS NOVIARTI QORI 
S.H.

22000029 PPNPN ~

38. SULY LEUINASARI 180000086 PPNPN 38.
39. MUAMMAR KHADAFI 190000064 PPNPN 39.



10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

20.

21

22.

23.

24.

Musbiyatun 

Martin Yohannes

Atis Jaelani

Nur Azizah, S.H., M.H.

Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.

Reza Azhari, S.H., LL.M.

Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.

Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.

Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.

Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.

Annisha Putri Andini 

Nadia Septyana

JORDAN MUHAMMAD, S.H.

TRISUHARTO CLINTON, S.H.

25.

PINANTI MEGA DEWANTI, S.H.

RR. LUCIA P DEWI DAMAYANTI 
YUDAKUSUMA, S.H., M.KN.

197011101997032006 Pengelola Data

197103131994031004 Pengelola Data

197603262001121001 Pengadministrasi Umum

198612062018012001 Analis Hukum

198704152018012001 Analis Hukum

198807182018012001 Analis Hukum

198810032018012001 Analis Hukum

199110202018011002 Analis Hukum

199292222018011001 Analis Hukum

199301192018012002 Analis Hukum

199111072018012002 Analis Hukum

198409022005022001 Analis Hukum

220000004 PPNPN

220000005 PPNPN

220000006 PPNPN

220000010 PPNPN



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE P03 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : ww'/'/.dpr.go.id

DAFTAR HADIR

Hari /tanggal
Waktu
Tempat

Acara

Ketua Rapat

Rabii. 17 Oktober20l8 
Pukul.13.30 WIB- Selasai
Ruang Rapat Badan Keahlian Devvan Lantai 6, Gedmig Sekretariat 
Jenderal DPR RI

: Uji coba Aplikasi Sistem Informasi Peraturan Pelaksanaan Undang- 
Undang (SIPANLAK UU).

: Rudi Rochmansyah,

NO NAMAZ NIP JABATAN TANDATANGAN

I. Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang h

2. Dr. Asep Ahmad Saefliloh, S.E.,M.Si. Kepala Pusat Kajian Anggaran

3. M. Dimyati Sudja, S.Sos.M.Si Kepala Biro Persidangan I

4. Ignatius Bambang Rudi Anto, Inspektur II

5. Dra. Tanti Sumartini, M.Si. Kepala Bagian Organisasi dan 
Tata Laksana

/ Sv V-

6. Poedji Poervvanti, S.H. Analis Kebijakan Pertama

7. Sondang E. Sinaga, S.Kom Pranata Komputer Muda T
8. Fariza Emra, S.T.,M.Sc. Pranata Komputer Muda

9. Airlangga Eka Wardhana, S.Kom.M.T.I. Pranata Komputer Muda

10. Erdinal Hendradjaja, ST.M.Sc. Pranata Komputer Muda

11. Bintang Wicaksono Ajie, S.H,,M.H. Analis Hukum

12. Pinanti Mega Dewanti, S.H. Analis Hukum
_____________



13. TrisuKarto Clinton, S.H. Analis Hukum w
[ 14- Mega Iriaiina Ratu, S.H. Analis Hukum

j 15. Dony Satya Widjanarko, S.H. Analis Hukum

■

' 16. Reza Azhari, S.H.,LLM. Analis Hukum

17. Niir Azizah, S.H.,M.H. Analis Hukum

18. Annisha Piitri Andini, S.H.,M.H. Analis Hukum

1 19.

20.

21.

22.

l


